BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

dan

b. bahwa untuk perencanaan, penyelenggaraan, dan

evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan,

dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi

penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan

memiliki peran yang sangat penting;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
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Mengingat

Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1564);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk

Penyandang  Disabilitas, Rencana Aksi Nasional
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10.

11.

Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi.

Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak
yang melekat tanpa berkurang.

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar
untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak
Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya
disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan
penganggaran pembangunan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang
selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat pusat.

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi,
yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah
dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat daerah.

Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan
membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD,
dan RAD PD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
Kaji Ulang adalah upaya untuk melihat kesesuaian
antara RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD

guna menyesuaikan dengan perkembangan dinamika,
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kondisi, dan isu aktual terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional,
maupun internasional.

Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan
yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan
keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan
penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan
pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran,
Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi
masyarakat untuk memberikan masukan kepada
pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun
program dan kegiatan pembangunan nasional dan
daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan
analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan
penganggaran pembangunan  untuk mengetahui
perbedaan  kondisi, permasalahan, aspirasi, dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen
yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program
dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah
merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi,
dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana
keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
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18.

19.

20.

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen
Perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

RAN PD;

tata cara penyusunan RAD PD;

tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan
penganggaran terhadap Penghormatan, Perlindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

Kaji Ulang RIPD; dan

partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku

kepentingan.
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BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3
RAN PD merupakan dokumen Perencanaan jangka
menengah untuk setiap periode S (lima) tahun di tingkat
pusat, yang disusun mengacu pada RIPD dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
RAN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

RAN PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan

untuk:

a.

(1)

(2)

sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan
tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif
terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat
meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L,
dan RKA K/L;

sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi
dalam penyusunan RAD PD Provinsi;

mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan
publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan
peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan
lainnya; dan

menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Pasal 5
Menteri membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAN PD di tingkat pusat dalam rangka penyusunan,
Penyelenggaraan dan Evaluasi pelaksanaan RAN PD.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD di tingkat pusat
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(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas

kementerian/lembaga  dan = perwakilan  Organisasi

Penyandang Disabilitas.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan

Menteri.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya bertugas

untuk:

a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga
untuk penyusunan RAN PD dan menentukan
kerangka waktu kegiatan;

b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga
untuk menentukan peran masing-masing
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan
RAN PD;

c. melakukan reviu terhadap rancangan RAD PD
Provinsi;

d. menyerahkan hasil reviu terhadap rancangan RAD
PD Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi;

e. melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi, dan
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

f.  menyusun Kaji Ulang berdasarkan hasil Evaluasi
terhadap pelaksanaan RAN PD, RAD PD Provinsi,
dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota,;

g. melakukan konsultasi publik terhadap Kaji Ulang
RIPD;
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h. melakukan kerja sama integrasi dengan platform
sistem Perencanaan dan penganggaran pemerintah;

i.  menyediakan konsultasi bagi kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota terkait penyusunan Pernyataan
Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi RAN PD
atau RAD PD Provinsi;

j- mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan
kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan
dan penganggaran program pengarusutamaan
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

k. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan
RAN PD dan RAD PD Provinsi kepada Menteri untuk
diteruskan kepada Presiden satu tahun sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan
hasil Evaluasi;

1. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan
Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional;

m. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas
dalam Penyelenggaraan RAN PD; dan

n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka
mendukung kelancaran penyusunan RAN PD, RAD
PD Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

Pasal 6
RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap
Penghormataan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode

S (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.
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(2) RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD, RAN PD
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi.

(3) Gubernur mengoordinasikan penyusunan RAD PD
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.

(4) RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui
Peraturan Gubernur.

(50 RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun

setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7
RAD PD Provinsi bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan
Perencanaan Pembangunan  Inklusif Disabilitas bagi
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),
Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau menunjuk Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai
koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan
melibatkan:

a. perangkat daerah provinsi;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota;

c. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota; dan

d. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

(2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya bertugas untuk:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
untuk menyusun RAD PD Provinsi dan menentukan

kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
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melakukan koordinasi dengan perangkat daerah
provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan
peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD PD
Provinsi;

melakukan koordinasi dengan Organisasi
Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk
mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD
Provinsi;

menyampaikan rancangan RAD PD Provinsi kepada
Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk
direviu;

menyerahkan rancangan RAD PD Provinsi kepada
Gubernur untuk ditetapkan;

mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait
teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran
inklusif disabilitas dan pengarusutamaan
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait pelaksanaan RAD PD Provinsi;

menerima hasil Evaluasi ketercapaian pelaksanaan
RAD PD Provinsi dan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh
perangkat daerah provinsi dan seluruh pemerintah
daerah kabupaten/kota;

menyusun hasil Evaluasi sebagai bagian dari
kegiatan pemantauan dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan RAD PD Provinsi dan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh perangkat daerah provinsi dan
seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota;
menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas
dan dokumen Evaluasi RAD PD Provinsi;
mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan

kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan
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(4)
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dan penganggaran RAD PD Provinsi dan

pengarusutamaan Pembangunan Inklusif
Disabilitas;
.  menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan

RAD PD Provinsi kepada Gubernur untuk diteruskan
kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali paling lambat
pada akhir Maret tahun berikutnya;

m. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas
dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi RAD PD
Provinsi; dan

n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka
mendukung kelancaran penyusunan RAD PD
Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penyusunan RAD PD Provinsi, Tim

Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dapat

melibatkan:

a. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat; dan

b. pemangku kepentingan.

Kegiatan penyusunan RAD PD Provinsi sekurang-

kurangnya berisikan:

a. identifikasi strategi implementasi dan target capaian
oleh perangkat daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota selama periode RAD PD
Provinsi;

b. identifikasi kegiatan dan indikator capaian yang
direncanakan oleh perangkat daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota terkait
kepentingan Penyandang Disabilitas;

c. penetapan mekanisme Perencanaan dan
penganggaran kegiatan terkait kepentingan
Penyandang Disabilitas; dan

d. penetapan mekanisme pelaporan kegiatan terkait

kepentingan Penyandang Disabilitas.
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Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan
dan Evaluasi kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
menyampaikan konsep RAD PD Provinsi kepada Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk dilakukan
reviu.

Hasil reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
disempurnakan kembali oleh Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebelum

ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Tata cara penyusunan RAD PD Provinsi tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN

(1)

PENGANGGARAN TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10
Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi
Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan
dua jalur, meliputi:
a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus

bagi Penyandang Disabilitas.
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(2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a)
merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak
yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan,
dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan
pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

(3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan
khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (b) menyesuaikan ragam
disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh

Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang

inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 meliputi:

a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi
publik  dalam  Perencanaan dan  penganggaran
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat
pembangunan;

c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas
sesuai ragam disabilitas;

d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi
Penyandang Disabilitas; dan

e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang

Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 12
Integrasi  kepentingan Penyandang Disabilitas dalam
mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan
dalam hal:
a. berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang
didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan

pada Penyandang Disabilitas; dan
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pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi

kebijakan.

Pasal 13
Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif
bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 diwujudkan melalui penggunaan
Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan
dalam penyusunan program dan kegiatan
kementerian/lembaga terkait Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan
Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan bagian dari Pernyataan
Anggaran dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif
Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 14
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan
kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang
Disabilitas berdasarkan kepada:
a. usia;
b. jenis kelamin;
c. hambatan dan kebutuhan;
d. ragam kondisi disabilitas; dan
e. potensi yang dimiliki.
Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan

dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang
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Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta
permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan
manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan

terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memberikan informasi
bahwa suatu kegiatan dirancang oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memberikan informasi
bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan

disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di

(1)

Tingkat Pusat

Pasal 16

Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a di tingkat pusat

dilaksanakan dengan:

a. melakukan analisis kebijakan di tingkat rincian
output yang ada dalam Renja-K/L dan RKA-K/L di
tahun anggaran sebelumnya;

b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan rincian
output yang memiliki isu disabilitas;

c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak
kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka
wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi
terkait dengan kegiatan dalam Renja-K/L dan RKA

K/L di tahun anggaran sebelumnya;
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d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan
dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat
terkait dengan kegiatan yang akan disusun;

e. melakukan identifikasi faktor penyebab internal dan
eksternal terjadinya kesenjangan atau permasalahan
Penyandang Disabilitas; dan

f.  melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi
kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang
Disabilitas.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ diambil berdasarkan hasil laporan, survei,
penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan
kualitatif.
Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan
yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber
daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas
dalam pembangunan.

Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang

terjadi.

Pasal 17

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b di tingkat pusat disusun
selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis
Data.

Biro Perencanaan kementerian/lembaga menyusun
Pernyataan Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis
Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran
Disabilitas pada saat penyusunan Renja-K/L.

Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diserahkan kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian

Keuangan oleh Biro Perencanaan kementerian/lembaga.
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Bagian Ketiga

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran di

(1)

(2)

(3)

Tingkat Daerah

Pasal 18

Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a di tingkat daerah

dilaksanakan dengan:

a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana
Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun
anggaran sebelumnya;

b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan output
yang memiliki isu disabilitas;

c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak
kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka
wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi
terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran
Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran
sebelumnya;

d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan
dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat
terkait dengan kegiatan yang akan disusun;

e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya
kesenjangan atau permasalahan Penyandang
Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan

f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi
kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang
Disabilitas.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei,

penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan
kualitatif.

Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan
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yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber
daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas
dalam pembangunan.

(4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang

terjadi.

Pasal 19

(1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b di tingkat daerah disusun
selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas
Berbasis Data di tingkat daerah.

(2) Perangkat daerah menyusun Pernyataan Anggaran
Disabilitas di tingkat daerah yang berisikan Analisis
Inklusif Disabilitas dan Pernyataan Anggaran Disabilitas
pada saat penyusunan Renja-SKPD yang kemudian
diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai

Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Penandaan Anggaran

Penyandang Disabilitas di Tingkat Pusat

Pasal 20
Pelaksanaan penandaan  anggaran  bertujuan untuk
memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah dapat
teralokasi secara efektif dan efisien untuk menunjang

tercapainya target capaian dalam RAN PD.

Pasal 21
(1) Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dilakukan atas rincian output
kementerian/lembaga berdasarkan suatu isu tertentu
yang tidak terbatas pada tematik anggaran pada siklus

Perencanaan dan penganggaran serta dapat disesuaikan

www.peraturan.go.id



2021, No. 704

(2)

(3)
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sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan
kesepakatan para pihak.
Penandaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20  dilaksanakan oleh Tim  Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD.
Penandaan anggaran dilaksanakan setelah proses

penyusunan RKA K/L.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandaan

anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur

dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris

Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

(1)

(2)

(1)

BAB V
TATA CARA EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 23

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian

dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

nasional dan daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan membandingkan antara target capaian RIPD,

RAN PD, dan RAD PD Provinsi dengan:

a. dokumen Perencanaan dan penganggaran
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,
dan perangkat daerah kabupaten/kota; dan

b. pelaksanaan program dan kegiatan
kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi,

dan perangkat daerah kabupaten/kota.
Pasal 24

Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atas

dokumen Perencanaan dan  penganggaran  serta
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pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada RAN PD.

Kementerian/lembaga menyampaikan laporan Evaluasi
atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang  Disabilitas kepada Tim  Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir Maret
tahun berikutnya.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD melakukan
rekapitulasi Evaluasi kementerian/lembaga dengan
melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD menyampaikan
hasil Evaluasi kementerian/lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri paling lambat
pada akhir Juni tahun berikutnya.

Pasal 25
Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib
melakukan Evaluasi atas dokumen Perencanaan dan
penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan
terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada RAD PD Provinsi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi.
Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi dengan

melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi Evaluasi
perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan
kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada
Gubernur cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD
Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi paling lambat pada akhir Februari tahun
berikutnya.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat
kabupaten/kota dengan melibatkan Organisasi
Penyandang Disabilitas.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Gubernur dan diteruskan kepada
Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan program dan
kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali
paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

Pasal 26

Menteri mengoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan RIPD,

RAN PD, dan RAD PD Provinsi berdasarkan laporan hasil

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan

Pasal 25 ayat (8).

Pasal 27

Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD, RAN PD, dan RAD

PD Provinsi kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau

www.peraturan.go.id



3. 2021, No. 704

sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28
Kerangka mekanisme Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KAJI ULANG RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 29
(1) Menteri mengoordinasikan Kaji Ulang RIPD setiap 5 (lima)
tahun sekali.
(2) Hasil Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 30

(1) Kaji Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAN PD.

(2) Kaji Ulang RIPD terdiri atas beberapa tahapan, antara
lain:

a. tahap penyusunan kajian awal yang disiapkan oleh
kementerian/lembaga;

b. tahap konsultasi publik; dan

c. tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD.

(3) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, didasarkan pada hasil Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (7).

(4) Tahap konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan:

a. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota terkait;
b. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan

c. pemangku kepentingan terkait.
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Tahap finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan kajian
awal dengan konsultasi publik.
Hasil Kaji Ulang RIPD merupakan hasil dari tahap
finalisasi Kaji Ulang RIPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) terdiri atas:
a. penjelasan capaian dan hambatan pelaksanaan
RIPD dalam 5 (lima) tahun;
b. penjelasan urgensi perubahan RIPD; dan
c. hasil rekomendasi RIPD.
Hasil rekomendasi RIPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf c berupa:
a. RIPD tetap Dberlaku sesuai dengan masa
berlakunya; atau
b. RIPD perlu direvisi.
Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD
menyampaikan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 31

Menteri melaporkan hasil Kaji Ulang RIPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) kepada Presiden
apabila diperlukan.

Dalam hal hasil rekomendasi RIPD menyatakan bahwa
RIPD perlu direvisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (7) huruf b, Menteri menyampaikan usulan
perubahan RIPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan
Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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BAB VII

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

KEPENTINGAN

Pasal 32
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan
dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik
Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-
forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan
tingkat nasional dan daerah.
Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat
nasional dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  keuangan negara dan menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangungan Daerah.
Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat desa
dan kelurahan dikoordinasikan oleh unit yang
menyelenggarakan wurusan di bidang Perencanaan
pembangunan.
Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik
Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan
dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di

tingkat nasional dan di tingkat daerah.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
RAN PD disusun pertama kali untuk jangka waktu 4 (empat)
tahun dalam periode tahun 2021-2024.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS 2021-2024

Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

K/L Penanggung

Indikator Capaian
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

98__38_98u_82

‘Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
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K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Meningkatnya
pemahaman
Seluruh  masyarakat
masyarakat tentang | Pengembangan Kementerian Desa,
paham tentang
pentingnya kebijakan sosialisasi Pembangunan

Meningkatkan
kepemilikan  dokumen
kependudukan
Penyandang
Disabilitas.

kepemilikan  dokumen

kepemilikan dokumen

pentingnya dokumen
kependudukan  bagi

Kementerian

Daerah  Tertinggal,

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 | 2022 | 2023 | 2024

ke pendudukan kependudukan  bagi Dalam Negeri. dan  Transmigrasi,
penyandang
Penyandang Disabilitas | Penyandang X ; Kementerian
i Daschits disabilitas di tahun PPN/B
engan sabilitas, appenas,
b 2024, Ppe
mengoptimalkan peran
desa,
Seluruh  Penyandang
Tersedianya dokumen o
Disabilitas usia 0-17
kependudukan KK,
Pengembangan tahun yang memiliki
Akta Kelahiran, Akta
kebijakan yang | Akta Kelahiran, Kementerian Badan Pusat
Kematian, Akta
mempermudah Seluruh  Penyarndang | Dalam Negeri, | Statistik,
Perkawinan, Akta
jangkauan Disabilitas memiliki | Kementerian Kementerian
Perceraian, dan
. kepemilikan dokumen | NIK. Sosial. PPN/Bappenas,
sebagainya) bagi
kependudukan PD Seluruh  Penyandang
Penyandang
55 Disabilitas  memiliki
Disabilitas,

KTP.

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
ple Jawab Utama
Menyusun Peraturan | Tersedianya Peraturan | Penyusunan Tersedianya
Merteri teritang | Menteri tenitang | Perataran Menteri | Peraturan Merteri
pedomaear pedomaear tentang pedoman | tentang pedarmarn Kementerian
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan PFN/Bappenas,
Kementerian
sistern  data  terpilah | sistem  data  terpilah | sistem  data  terpilah | sistem  data  terpilab oatal Kementerian  Dalam
Sosial,
Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas | Penyandang bagi Penyand ang Negeri, Badan Pusat
bagi setiap sektor i | bagi setiap sektor di | Disabilitas bag setiap | Disabilitas bagl setiap Statistik,
timgkat  pusat  dan | tingkat pusat  dan | selktor  di  tingkat | sektor  di timglat
daerah per tahun. daerah pertahun. pusat dan daerah. pusat dan daerah.
Tersedianya profil Tersedianya sistem
tahunan Penyamdang informaasi prafil
Disabilitas Penyusunan prafil [ tahunan Penyandang
berdasarkan Pedoman | tabunan penyandang | Disabilitas dengan
Menyelengearaloan Bl iy Puisat
Penyelenggaraan dizabilitas bagi setiap | data spesifik sesuai . o
pendataan Penyandang ! Statistik, pemerintah  provinsi

Disabilitas di selurah
sektor di tingkat pusat
dan daerah.

Sistem Data Terpilah
Disabilitas bagl setinp
sektor di tingkat pusat
dan daerah.

selebor di tinghkat

pusat dan daerah,

keondisi dan
kebutuhan
Penyandang

Dizabilitas.

Tersedianya data pilah

nasional tabunan

Pengembangan

me kanisme

Terselenggaranya

pemutakhiran ratin

Kementerian

Sosial.

dan pemerintah
kabupaten fkota.

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Penyamndang

Dizabilitas,

Kegiatan

pemutakhiran ratin
data  pilah nasional
untuk Penyandang

Disahbilitas.

Indikator Capaian

untuk  data pilah
riasional tahiunan
untuk  Penyandang

Disabilitas.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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Perencanaan dan
penyusunan  program
dan  kegiatan  oleh
kementerian /lembaga
dan perangkat daerah.

K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
Jawab Utama
Tersedianya laparan
tahunan hasil
pemantauan dan
Evaluasi yang
mencakup
ketersediaan data | Penyusunan laporan | Tersedianya laporan
terpilah  Penyandang | hasil pemantauan | hasil pemantauan Sefarah
eluru
Melakukan Disabilitas, meliputi | dan Evaluasi | dan evaluasi
Kementerian kementerian /lembag
pemantauan dan | kesesuaian data | pendataan pendataan
Sosial, a, pemerintah
Evaluasi pendataan | dengan Penyandang Penyandang
Kementerian provinsi dan
Penyandang penyelenggaraan Disabilitas oleh | Disabilitas oleh
PPN/Bappenas, pemerintah
Disabilitas, sistem data terpilah | kementerian/lembaga | kementerian /lembaga
kabupaten /kota,
disabilitas serta | dan perangkat | dan perangkat
penggunaannya dalam | daerah. daerah.

Kerangka Waktu Pelaksanaan
2021 | 2022 | 2023 | 2024

Menyusun mekanisme

Terlaksananya Forum

Penyusunan

Tersedianya pedoman

Kementerian

Seluruh

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Forum Tematik
Disabilitas dalam
proses Perencanaan

dan penganggaran.

Target Capaian

Tematik Disabilitas
dalam proses
Perencanaan dan

penganggaran.

Kegiatan

mekanisme Forum

Tematik  Disabilitas

dalam proses
Perencanaan dan
penganggaran,

Indikator Capaian

pelaksanaan  Forum
Tematik  Disabilitas

dalam proses
Perencanaan dan
penganggaran,

K/L Penanggung
Jawab Utama

Sosial,
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian

Dalam Negeri.

Mengoptimalkan

pembinaan oleh
pemerintah kepada
pemerintah daerah
tentang inklusifitas
Penyandang Disabilitas
dalam Perencanaan

dan penganggaran.

Tersedianya Peraturan
Dacrah/kebijakan yang
mendukung
pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas
sesual dengan Undang-
Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang
Penyandang
Disabilitas,

Penyusunan

Peraturan

Daerah fkebijakan
yang mendukung
pemenuhan hak
Penyandang
Disabilitas sesuai
dengan Undang-

Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang
Penyandang
Disabilitas,

pemerintah  provinsi

dan kabupaten /kota

memiliki
Perda/kebijakan yang
mendukung
pemenuhan hak
Penyandang
Disabilitas sesuai
dengan Undang-

Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang
Penyandang

Disabilitas.

Kementerian

Dalam Negeri.

K /L Pendukung

kementerian /lembag
a, pemerintah
provinsi dan
pemerintah

kabupaten /kota,

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 | 2022 | 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Mengintegrasikan  isu
disabilitas dalam
penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional,
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah,
Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah, Rencana
Strategis, dan Renja-
K/L dan pemerintah
daerah.

Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Terlaksananya program
dan kegiatan
Pembangunan Inklusif
Disabilitas di seluruh
kementerian /lembaga

dan pemerintah
daerah.

Pengembangan
program dan kegiatan
Pembangunan
Inklusif Disabilitas di
seluruh
kementerian/lembaga
dan pemerintah
daerah.

Seluruh

kementerian /lembaga
dan pemerintah
daerah melampirkan
Pernyataan Anggaran

Disabilitas dalam
dokumen
perencanasan dan

penganggaran setiap
tahun,

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian

Dalam Negeri.

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian Sawab U K /L Pendukung
AR, ¥ e 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tersedianya
modul /kurikulum
sensitivitas disabilitas | Kementerian
dalam program | Pendayagunaan
pendidikan dan | Aparatur Negara
Penyusunan pelatihan bagi | Reformasi
Memasukkan  materi
modul /kurikulum seluruh Aparatur | Birokrasi,
tentang  pemahaman
dan Pelatiban | Sipil Negara | Kementerian
terhadap isu disabilitas | Terselenggaranya
sensitivitas disabilitas | kementerian /lembaga | Sosial. Seluruh
|sensitivitas disabilitas| | pelatihan  sensitivitas
i dalam program | dan pemerintah kementerian /lembag
dalam program | disabilitas bagl seluruh
; pendidikan dan | daerah. a, pemerintah
pendidikan dan | Aparatur Sipil Negara
pelatihan bagi | Tersedianya lembaga provinsi dan
pelatiban Aparatur | kementerian /lembaga )
seluruh Aparatur | diklat  terakreditasi pemerintah
Sipil Negara | dan pemerintah
Sipil Negara | yang memasukkan kabupaten /kota.
kementerian/lembaga daerah.
kementerian/lembaga | isu sensitivitas
dan pemerintah S
dan pemerintah | disabilitas dalam isu | Lembaga
daerah,
daerah. strategis/ceramah/m | Administrasi

ateri pada
penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemimpinan  dan

Pelatihan Dasar,

Negara.

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Tersedianya lembaga

diklat yang

Lembaga
memasukkan isu

Administrasi
sensitivitas disabilitas

Negara.
dalam pengelolaan
pelatihan,

Kementerian
Program pendidikan

Pendayagunaan

dan pelatihan
Aparatur Sipil Negara
kementerian /lembaga
dan pemerintah
daerah menggunakan
modul /kurikulum
sensitivitas

disabilitas,

Aparatur Negara
Reformasi
Birokrasi,
Kementerian
Dalam Negeri,
Lembaga
Administrasi

Negara,

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 | 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
ple Jawab Utama

Pengembangan Tersedianya standar

Mengembanghkan
) standar  operasional | operasional dan | Kementerian Seluruh

standar operasional | Tersedianya [nilitns . . . o

dan penyediaan | fasilitas layanan | Pekerjaan Umum | kementerian /lembag
penyediaan fasilitas | dan layanan publik

layanan publik terkait | publik terkait | dan  Perumahan | a, pemerintah
dan layanan publik | yang mudah diakses
) infrastruktur yang | infrastruktur yang | Rakyat, provinsi dan
vang mudah diakses | aleh Penyamndang . . ) .
mudah diakses oleh | mudah diakses oleh | Kementerian pemerintah
bagi Penyandang | Disabilitas.
o Penyandang Penyardang Perhiubungan, kabupaten fkota,
Dizabilitas,
Disabilitas, Dizabilitas,
Pengarusutamanan Tersedianya Standar Kementerian
Terselenggaranya o o
prinsip Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum
layanan kebutuhan
nondiskriminatilf di pemerintah daerah dan Perumalan
dasar yang mudah
Memastikan  indikator terhadap Penyandang | yang mengakomodir Ralcyat,
diakses dan
Standar Pelayanar Disahilitas dalam | prinsip Kementerian
o telis kidmiatil S
Minimal sesuai dengan Standar Pelayanan | nondiskrimintaif Pend idikkan dan
h terhadap Penyandang o .
prinsip . . Minimal di | terhadap Penyandang | Kementerian Kebudayaan,
Dizabilitas,
nondiskriminasi  dan Pemerintah daerah, Crisabilitas, Dalam Negeri. Kementerian
akomodasi yang layak | Tersedianya standar | Asistensi dan | Terselenggaranya Kesehatan,
b g Penyandang | dan  pedoman  bagl | Supervisi  penerapan | Asistensi dat Kementerian  Sogial,
Dizabilitas, pelayanan penanganan | Standar Pelayanan | Supervisi penerapan Kementerian

ke bencanaan bagi
Penyandang Disabilitas

sesUAai dengan

Mirirmal bidang
bencana di

pemerintah dasrah.

Starwlar Pelayanan
Minimal bidang
bencana di

Perhubungan
Badan Masional

Penanggulangan

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

ketentuan Standar

Pelayanan Minimal,

pemerintah daerah.

Tersedianya standar
dan pedarmarn

pelayanan prasarana,

sarana dan
Permukiman bagi
Penyand ang
Dizabilitas s aLal
dengan ketentuan
Starwlar Pelayanan
Minimal.

K/L Penanggung
Jowab Utama

K /L Pendukung

Bencana,
Pemerintah  Provinsi
dan Pemerintah

Kabupaten /Kota.

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Memasukkan variabel
dizabilitas dalam
instrumen penilaian
pelayanan dan lasilitas
publik aleh
kementerian/lembaga

dan pemerintak

daerah.

Tersedianya instrumen
e nilaiamn pelayanan
dan fasilitas  publik
YAng memasukkan

variabel disabilitas.

Pengembangan

instrumen dan modul
penilaian  pelayanan
dan  fasilitas  publik
yang memasukkan

variabel disabilitas.

Tersedianya

instrumen  penilaian
ramah kaum rentan
FADE me liput
dizabilitas, lansia, ibu
menyusui, ibu hamil

dan anak balita,

Terzelengearanya
kepatuhan penyediaan

layanan dan fasilitas

Penilaian  kepatuban
penyediaan layanan

dan fasilitas publik

Terselenggaranya
penilalan ke patihan
penyediaan  layanan

dan  fasilitas  publik

publik sesuai dengan | sesuai dengan
sesuai dengan
Standar Pelayanan | Standar Pelayanan
Standar Pelayanan
Mi fiierial, Mitiitral, o
Minimal.
UFP yang
melaksanakan SKM
Meningkatnya Pengembangan survei
. sesual Peraturan
kepuasan Penyamdang | atau polling kepuasan
. Menteri PAN-RB
Disabilitas terhadap | penyelenggaraan
Momor 17 Tahun
fasilitas dan layanan | layanan dan fasilitas
2017 dengan
publik. publik,
respanden khusus

dizabilitas,

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur NMegara
Reformasi

Birakins,

Kementerian

PPN/ Bappeinas,
Kementerian Dalam
Negeri,
Ombudaman, Badan
Pemerilisa
Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan

dan Pembangunan.

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Progres perbaikan
kualitas layanan
publik VERE
berkelanjutan bagi | Kementerian
disabilitas sesual | Pemdayagunaan
hasil evaluasi | Aparatur Negara
Melaksanakan Terselenggaranya . .
Pemantauan dan | pelayanan publik | Reformasi
peman tauan dan | pemantauan dan . . . Seluruh
. . Evaluasi terhadap | berdasarkan pada | Birolkrasi. o
Evaluasi pelaksanaan | Evaluasi terhadap ) . kementerian /lembag
kualitas pelayanan | Peraturan Menteri

penyediaan lay anan
publik  yang mudah
diakses aleh
Penyandang

Disahilitas,

kualitas

pelayanan

publik  yang mudah

diakses
Penyvandang

Disabilitas.

bagi

publik yang mudah
diakses bagi
Penyandang

Disahbilitas.

FAN-RE MNomor 17
Tahun 2017

Terselenggaranya
pemantauan dan
Evaluasi terhadap
kualitas pelayanan
PTSP daerah yang
mudah diakses bagi
Penyand ang

Disabilitas

Kementerian

Dalam Neger.

a, pemerintah
provinsi dan
pemerintah

kabupaten fkota,

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id



2021, No. 704

41-

Strategi Implementasi

Meningkatkan
dukungan penyediaan
permukiman YAng

layalk, terjanglkau, dan
yvang mudah diakses
oleh Penyandang
Disabilitas, termasuk
akses terhadap energ
dan listrik pada
perumahan bagi
Penyandang

Dizabilitas,

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Terselenggaranya audit
terhadap
dan fasilitas publik

bangurian

yang mudah diakses
bagi Penyamndang
Disabilitas.

Tersedianya

permukiman YaNg
mudah diakses aoleh
Penyvandang

Disabilitas, Alcses
meliputi  jalan, ruang
publik [ruang terbuka
hijau dan tempat
ibadah), serta sarana
prasarana darn
infrastuktur dasar [air,
sanitasi, serta energ

dan listrik].

Penyusunan laporan
audit te rhumd ap
banganan darn
fasilitas publik yang
mudah diakses bagi
Penyandang

Dizabilitas,

Pengembangan

kawasan permukiman
vang mudah diakses
aleh Penyandang
Disabilitas  meliputi
jalan, ruang publik
[ruang terbuka hijau

dan tempat ibadah],

seria SATANa
[ BEAr A darn
infrastuktur dasar

[air, =anitasi, serta

energi dan listrik].

Tersedianya laporan
it terhadap
bangLnan darn
fasilitas publik yang
mudah diakses bagi
Penyand ang

Dizabilitas,

Tersedianya
permukiman YANE
mudah diakses aleh
Penyand ang

Digabilitas,

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan  Perumahan
Rakyat.

Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Ralyat,
Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral.

K /L Pendukung

Kementerian

PPN/ Bappenas
Kementerian
Keuangan
pemerintah  provinsi
dan pemerintah

kabupaten flkota.

Kerangka Wakiu Pelaksanaan

2021 2022 | 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Tersedianya fasilitasi
pembiayann
perumahan b g
Pengembangan Terselenggaranya
Penyandang Disabilitas
program fasilitasi | program fasilitasi
dengan memanfaatkan . .
pembiayaan pembiayaan
program perumahan . .
. perumahan bagi | perumahan bagi
YAang mem beriloan
o ) Penyandang Penyandang
prioritas dan fatan R o
| Disabilitas, Disabilitas.
kemudahan bagi
Penyandang
Dizabilitas,
) Pelaksanaan )
Tercapainya ) ) ) Tersedianya
. . affirmative podicy )
e il gk atar Juitilah perimukiman Vg
dalam rangka
Penyamndang Disabilitas layak berdasarkan
. penyediaan .

Yang tingeal di
permukiman yang

layak.

permukiman layak
b Penyandang

Disahilitas.

affirmatire policy bagi
Penyandang

disahbilitas.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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Menyed ialkan
prasarana, sarana, dan
layanan  Cransportasi
beserta
kelengkapannya  yang
mudah diakses dan

ramah disabilitas.

Rakyat.

Tersedianya kebijakan
dan standar
operasional layanan
transportasi publil,
bailk darat, laut,
maupun udara yang
mudah diakses dan

ramah disabilitas.

Perumahan Eakyat,

Pengembangan

kebijakan dan
standar operasional
layananm  trans portasi
publilk, baik darat,
laut, maupun udara
yang mudah diakses
dan ramah

dizabilitas,

Perumahan Eakyat,

Tersedianya

kebijakan dan
standar  operasional
loyanan transportasi
publik, baik darat,
laut, maupun udara
yvang mudah diakses
dan ramah

dizabilitas,

Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Pekerjaan Umum
dan  Perumahan
Rakyat.

Kementerian Dalam
MNegeri, Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah

Kabupaten /Kota.

K/L Penanggung Kerangka Wakiu Pelaksanaan
Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
e 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Penyusunan Tersedianya

Tersedianya Peraturan
Mendorong Pemerintah Peraturan Daerah | Peraturan Daerah

Daerah T fEgeriad
Daerah umtuk mengenal  bangunan | mengenal  bangunan

bangunan gedung yang
menetapkan Peraturan gedung yang | gedung YANE

menerapkan  standar Kementerian Dalam
Daerah mengenai menerapkan  stamndar | menerapkan  standar | Pemerintah

bangunan yang mudah o Negeri, Kementerian
bangunan pedung yang bangunan yvang | bangunan vang | Provinsi dan

diakses aleh Pelerjaan Umum
menerapkan  stamdar mudah diakses oleh | mudah diakses oleh | Pemerintah

Penyandang Disabilitaz dan Perumahan
bangunan yvang mudah Penyandang Penyandang Kabupaten /Kota,

sesUAi Peraturan Ralcyat.
diakses oleh Disabilitas sesuai | Disabilitas B EUAL

Menteri Pekerjaan
Penyandang Peraturan Menteri [ Peraturan Menteri

Umum dan Perumahan
Disabilitas. Pekerjaan Umum dan | Pekerjaan Umum dan

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Pengembangan

kebijakan  sosialisasi
kebijakan dan
standar  operasional
layanan transportasi
publik, baik darat,
laut, maupun wdara

vang mudah diakses

Terselenggaranya

sosialisasi kebijakan
dan standar
operasional  layanan
transportasi  publik,
baik  darat, laut,
maupun udara yang
mudah diakses dan

ramah disabilitas di

dan rarmah
Pemerintah pusat dan
digahbilitas,
Daerah.
Pengembangan Tersedianya
Tersedianya prasarana, .
[T BS ArETA, BATANA, | PrASATANA, BHAIATA,
sarana, dan layanan
: dan layanan | dan layanarn

transportasi beserta
kelengkapannya yang

diselenggarakan

pemerintah,
e frver iritak daerah,
dan swasta yang

mudah diskses dan

ramah disabilitas.

transportasi  beserta
kelengkapannya yang
mudah diakses dan
ramah dizsabilitas
yvang diselenggarakan
pemerintah pusat,
pemerintah deerah,

dan swasta,

transportasi  beserta
kelengkapannya yang
diselenggarakan

pemerintah pusat,
pemerintah  daerah,
dan  swasta yang
mudah diakses dan

ramah disabilitas.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan Indikator Capaian
Pengembangan
regulasi/kebijakan
potongan Tersedianya regulasi
harga /diskon potongan harga
dan/atau kemudaban | dan/atau kemudahan
transportasi dari | transpaortasi bagi
sektor pemerintabhan | Penyandang
dan  swasta  bagi | Disabilitas.
Penyandang
Disabilitas,
Peningkatan  indeks
kualitas fasilitas

pejalan  kaki yang
ramah disabilitas
pada jalan nasional di
kota besar (10 Kkota)
dan kota metropolitan
(13 kota).

Meningkatnya indeks
kualitas fasilitas
pejalan  kaki yang
ramah disabilitas

pada jalan nasional,

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 | 2022 | 2023 | 2024
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Strategl Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Menyelenggarakan
pelatihan tentang
standar pe Loy anan

vang responsif dan
sensitif terhad ap
kebutuhan

Penyandang Disabilitas
bagi petugas layanan
trans portasi publil,
bail darat, laat,

MU udara,

Tersedianya maodul dan
kurikulum pelatihan
bagi petugas  layanan
transportasi publil,
baik darat, Lot

ImanpLn udara yang

responsif dan  sensitif

terhadap kebutubian
Penyandang
Disabilitas,

Penyusunan  maodul

dan kurikulum
pelatibian bagi
petugas ey aran

transportasi  publilk,

baik darat, laut,

maupun wdara yang

responsifl dan sensitf

terhadap kebutuhan
Penyandang

Dizabilitas,

Tersedianya madul

dan kurikulum
pelatihan bagi
petugas layanan

transpaortasi publile,
baik  darat, laut,

maupun udara yang

respansif dan sensitif

terhadap kebutuhan
Penyand ang

Disabilitas,

Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Ralkyat.

Kementerian Dalam
Negeri, pemerintah
provinsi dan
pemerintah

kabupaten fkota.

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi

Menyusun  kebijakan

dan standar
operasional layanan
komunikasi dan

informasi publik yang
mudah diakses, andal,
dan responsif terhadap
kebutuban
Penyandang

pelatihan layanan yang
responsif dan  sensitif
terhadap  kebutuhan
Penyandang Disabilitas
bagi petugas layanan
transportasi publik,
baik darat, laut,

maupun udara,

Tersedianya kebijakan

dan standar
operasional layanan
komunikasi dan
informasi publik

melalul website yang
mudah diakses, andal,
dan responsif terhadap

kebutuhan

yang responsif dan
sensitif terhad ap

kebutuhan
Penyandang
Disabilitas bagi
petugas layanan

transportasi  publik,
baik darat, laut,

maupun udara.

Penyusunan pedoman
layanan komunikasi
dan informasi publik
melalul website yang
mudah diakses,
andal, dan responsif
terhadap kebutuhan
Penyandang

Disabilitas.

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Pelaksanaan
Petugas layanan
Terselenggaranya pelatihan layanan

transportasi  publik,
baik  darat, laut,
maupun udara
mengikuti  pelatihan
layanan yang
responsif dan sensitif
terhadap kebutuhan
Penyandang

Disabilitas.

Tersedianya pedoman
layanan komunikasi
dan informasi publik
melalul website yang
mudah diakses,
andal, dan responsif
terhadap kebutuhan
Penyandang

Disabilitas.

K/L Penanggung
Jawab Utama

Kementerian
Komunikasi dan

Informasi.

K /L Pendukung

Seluruh
kementerian /lembag
a, pemerintah
provinsi dan
pemerintah
kabupaten fkota,

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Disabilitas. Penyamndang
Disabilitas,
Tersedianya layanan | Pengembangan Tersedianya layanan
komunikasi dan | layanan  komunikasi | komunikas dan
informazi publik yang | dan informasi publik | informasi publik yang
mudah diakses, andal, | yang mudah diakses, | mudah diakses,
dan responsif terhadap | andal, dan responsif [ andal, dan responsif
kebutuhan terhadap kebutuhan | terhadap kebutuhan
Penyandang Penyandang Penyandang
Disabilitas, Disabilitas, Dizabilitas,
Meningkatlkan Tersedianya kurikulum | Penyusunan Tersedianya Kementerian  Sogial,

kapasitas Penyandang
Dizabilitas dalam
mengakses  informasi

prablik melalui

pelatihan sistem
tekermlogi dan informasi
publik bagi

Penyandang

kurikulum  pelatihan
sistemn  teknologi dan
informasi publik bagi

Penyandang

kurikulum  pelatihan
sistem  teknologl dan
informasi publik bagi

Penvard ang

Kementerian
Komunikasi dan

Informasi,

Kementerian Dalam
MNegeri, pemerintah
provinsi dan

pemerintah

Keranglka Waktu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

pemanfaatan teknologi.

Meningkatkan alkses
Penyandang Disabilitas
terhadap infrastruktur
dan sarana prasarana
rmmah ibadah,

Disabilitas.

Disabilitas.

Disabilitas.

Tersedianya pelatihan
sistem teknologi dan
informasi publik bagi
Penyardang
Disabilitas,

Tersedianya
infras truktur dan
sarana prasarana

rumah ibadah vyang
mudah diakses oleh
Penyandang
Disabilitas,

Pengadaan pelatihan
sistem teknologi dan
informasi publik bagi
Penyandang

Disahilitas.

Penyusunan

regulasif kebijakan
standar infrastruliur
dan sarana prasarana
rumah  ibadah yang
mudah diakses oleh
Penyandang

Dizabilitas,

Terselenggaranya

pelatibam sigtetn
tekenologl dan
informasi publik bagi
Penyandang
Disabilitas.

Tersedianya

regulasif kebijakan
standar  infrastrualctur
dan sarana prasarana
rumah  ibadah yang
mudah diakses aleh
Penyand ang

Digabilitas,

Kementerian

Agama,

kabupaten fkota.

Kementerian

Pelerjaan Umum
dan Perumabian
Rakyat,

Kementerian
Komunikasi dan
Informasi,

Kementerian Dalam

Kerangka Wakiu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan Indikator Capaian
Pengembangan
Infrastruktur dan
infrastrulktur dan
SATATA Prasararm
BATANA prasarana

rumah ibadah yang

rumah ibadah mudah

diakses aeh
mudah diakses aoleh
Penyamnd ang
Penyandang .
Dizabilitas.
Disabilitas,
Tersedianya
Fasgilitasi penyvediaan | Tersedianya
penejemah bahasa . .
) penerjemah bahasa | penerjemah bahasa
isyarat dalam

penyampaian ceramah
keagamaan,

khususnya di rumah

isyarat dalam
kegiatan keagamaan,

khususnya di rumah

isyarat dalam
kegiatan keagamaan

kbususnya di rumah

) ibadak, ibadah,
ibadah.
Rumah ibadah
Tersedianya informasi . )
Pengembangan sistem | menyediakan

keagamaan, baik
melalui  media visual
maupun audio, yang
mudah diakses aleh
Penyandang
Disabilitas.

informasi audio
visual yang mudah
diakses oleh
Penyandang

Disabilitas.

informasi Keagamaan,
baik melalui media
visual maupun audio,
yvang mudah diakses
aleh Penyand ang

Digabilitas,

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Negeri.

Keranglka Waktu Pelaksanaan
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K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
Jawab Utama
2021 2024
Pengembangan Tersedianya pedoman
Tersedianya layanan
Meningkatkan pedoman layanan | layanan ibadah dan
ibadah dan ziarah suci . Kementerian Dalam
kemud ahan ibadah dan ziarah | ziarah  suci  yang

Penyandang Disabilitas
dalam menjalankan
ibadah dan ziarah suci.

yang ramah dan yang
mudah diakses oleh
Penyandang
Disabilitas.

suci yang ramah dan
yang mudah diakses
oleh Penyandang
Disabilitas,

ramah dan yang
mudah diakses oleh
Penyandang
Disabilitas,

Kementerian

Agama,

Negeri,
Kementerian Luar

Negeri.

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Memastikan
inklusifitas bagi
Penyandang Disabilitas
dalam setiap tahapan
penyelenggaraan
pemiliban umum tanpa

diskriminasi.

Tersedianya akses bagi
Penyandang Disabilitas
yang memiliki hak pilih
untuk dapat
menggunakan hak
pilihnya dalam setiap
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan umum tanpa
diskriminasi.

Penjangkauan hak
pilih bagi Penyandang
Disabilitas dalam

penyelenggaraan
pemilihan umum,

Seluruh  Penyandang
Disabilitas  memiliki
hak pilih dan
terdaftar dalam DPT,

Tersedianya akses bagi

Penjangkauan

Terdapat  perwakilan

Komisi Pemilihan
Umum Pusat dan
Daerah,

Badan Pengawas
Pemilihan Umum

dan Panwaslu.

Kementerian Dalam
Negeri,

pemerintah provinsi
dan pemerintah
kabupaten fkota,

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Penyandang Disabilitas
untuk berpartigipasi
sebagal penyelenggara
pemilihan umum.

Kegiatan

Penyandang
Disabilitas sebagai

penyelenggara
pemiliban umum.

Indikator Capaian

Penyandang
Disabilitas sebagai
penyelenggara

pemilihan umum.

Tersedianya Tempat
Pemungutan Suara
yang dapat diakses
oleh Penyandang
Disabilitas,

Pembangunan akses
tempat pemilihan
umum yang ramah

disabilitas,

Seluruh Tempat
Pemungutan  Suara
dapat diakses oleh
Penyandang
Disabilitas,

[Tersed janya  kebijakan

yang mengatur tentang
partisipasi Penyandang
Disabilitas dalam
pemilihan umum
(sebagai pemilih  dan
penyelenggara

pemilihan umum.

Penyusunan

kebijakan yang
mengatur partisipiasi
Penyandang

Disabilitas dalam

pemiliban umum.

Tersedianya

kebijakan yang
mengatur tentang
partisipasi
Penyandang
Disabilitas dalam

pemilihan umum.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian

Tercapainya Penjangkauan Keterwakilan
Meningkatkan P .

peningkatan jumlah | Penyandang Penyandang
keterwakilan

Penyandang Disabilitas | Disabilitas untuk | Disabilitas yang

Penyandang Disabilitas
dalam politik.

Mengembangkan

standar  pemeriksaan
yang meliputi
kualifikasi  penuntut
umum, penyidik,
hakim, petugas

yang duduk dalam
lembaga legislatif,

Tersusunnya standar
pemeriksaan yang
layak bagi peradilan
Penyandang Disabilitas
dengan melibatkan
organisasi Penyandang

menduduki  lembaga

legislatif,

Penyusunan

kebijakan standar

prosedur

pemerik saan

yang

layak bagi peradilan

penyandang

duduk dalam lembaga
legislatif,

Tersedianya standar
prosedur

pemeriksaan yang
layak bagi Peradilan
Penyandang
Disabilitas  meliputi

K/L Penanggung
Jawab Utama

Kepolisian,
Mahkamah
Agung,

Kejaksaan,
Mahkamah

Konstitusi.

K /L Pendukung

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri

Kementerian Sosial,

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024
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Strategi Implementasi

pemasyarakatan,
pendamping

disahilitas,

pendamping huloam,
advalkat, dan
penerjemah;  prosedur
pemeriksann; serta
fagilitas dan layanan
YATIE layak bagi.
peradilan  Penyandang

Disabilitas.

Target Capaian

Disabilitas.

Kegiatan

disabilitas, termasuk
perempuan dan anak
Penyandang
Disabilitas Yang
berhadapan  dengan
hukum.

Indikator Capaian

kualifikasi pemuntut
LTI LT, pemyidik,
hakim, petugas
pemasyarakatan,
pendamping
disabilitas,
pendamping  hukum,
ad volcat, dan
penerjemah; prosedur
pemeriksaan; fasilitas
dan layanan yang
layak bagi peradilan
Penyandang
Disabilitas dengan
melibatkan organisasi
Penyand ang

Dizabilitas,

Tersedianya akomodasi
yang layak  sesuai
kebutuhan b g

Penyandang Disabilitas

Pengadaan  fasilitas
dan layanan yang
layak bagi

Penyandang

Tersedianya  fasilitas
dan layanan yang
Loy ak b

Penyandang

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Yang berhadapan

dengan hukum,.

Kegiatan

Disabilitas, termasuk
perempuan dan anak
Penyandang
Disabilitas Yang
berhadapan  dengan
hukum.

Indikator Capaian

Disabilitas, termasuk
perempuan dan anak
Penyandang

Dizabilitas, YANg
bethadapan dengan

hukum.

K/L Penanggung
Jawab Utama

Tersedianya

akses

Penjangkauan akses
bantuan hukum bagi
Penyandang

Seluruh Penyandang
Disabilitas, termasuk

perempuan dan anak

Kementerian

bantuan hukum bagi | Disabilitas, termasuk | Penyandang Hukum dan Hak
Penyamdang Disabilitas | perempuan dan anak | Disabilitas yang | Asasi  Manusia,
yang berhadapan | Penyandamng berhadapan dengan | Mahkamah
dengan hulkum. Disahilitas vang | hukum memiliki | Agung.
berhadapan dengan | akses bantuan
hukum. huakum.
Melaksanakan edukasi | Tersedianya riset yang | Penyusunan kajian | Terlaksananya kajian | Kepolisian,
kepada aparat penegak | menjadi dasar | awal modul  modul | oal penyusunan | Mahkamah
hukum  dan  pemberi | penyusunan maodul | sensitizasi, maodul sensgitizasl, | Agung,
bantuan hukum | sensitisasi, pengenalan, dan | pengenalan, dan | Kejaksaan,
tentang penanganan | pengenalan, dan | layanan yang inklusif | layanan yang inklusif | Mahkamah

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

kasus yang melibatkan
Penyandang
Disabilitas.

Target Capaian

layanan yang inklusif

disabilitas bagi aparat

Kegiatan

disabilitas bagi aparat
penegak hukum dan

Indikator Capaian

disabilitas bagi aparat
penegak hukum dan

K/L Penanggung
Jawab Utama

Konstitusi,

Kementerian

penegak hukum dan | pemberi bantuan | pemberi bantuan | Hukum dan Hak
pemberi bantuan | hukum, termasuk | hukum termasuk | Asasi Manusia,
hukum, perempuan dan anak | perempuan dan anak
Penyandang Penyandang
Disabilitas, Disabilitas,
Tersusunnya modul
Penyusunan  maodul
sensitisasi, Kepalisian,
Tersedianya modul | dalam  memberikan
4 pengenalan, dan | Mahkamah
sensitisasi, layanan inklusif
layanan yang inklusif | Agung,
pengenalan, dan | disabilitas bagl aparat ;
bagi Penyandang | Kejaksaan,
layanan yang inklusif | penegak hukum dan
Disabilitas untuk | Mahkamah
bagi Penyandang | pemberi bantuan .
aparat penegak | Konstitusi,
Disabilitas untuk | hukum, termasuk
hukum, termasuk | Kementerian
aparat penegak | perempuan dan anak
perempuan dan anak | Hukum dan Hak
hukum. Penyandang
Penyandang Asasl Manusia,
Disabilitas.
Disabilitas.

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Penyelenggaraan Terselenggaranya
pelatihan  sensitivitas | pelatiban  sensitivitas
Tersedianya pelatihan . | | St
disabilitas bagi | disabilitas bagi
sensitivitas  disabilitas Kepaolisian,
seluruh aparat rumah | seluruh aparat rumah
bagi seluruh aparat Kementerian
tahanan dan lembaga | tahanan dan lembaga
rumah tahanan dan Hukum dan Hak
permasayarakatan, pemasyarakatan,
lembaga Asasi Manusia.
termasuk perempuan | termasuk perempuan
pemasyarakatan.
dan anak Penyandang | dan anak Penyandang
Disabilitas. Disabilitas.
Tersedianya aparat | Pendalaman Seluruh aparat | Kepolisian,
penegak hukum dan | pemahaman  aparat | penegak hukum dan | Mahkamah
pemberi bantuan | penegang hukum dan | pemberi bantuan | Agung,
hukum yang responsif | pemberi bantuan | hukum responsif | Kejaksaan,
terhadap isu | hukum tentang isu | terhadap isu | Mahkamah
disabilitas. disabilitas. disabilitas. Konstitusi.
Mengembangkan
* e Tersedianya pedoman
standar dan Ombusdman,
Tersedianya Penyusunan pedoman | pengaduan Kementerian
mekanisme Kementerian
mekanisme pengaduan | pengaduan masyarakat Hukum dan Hak
pengawasan  terhadap PPN/Bappenas,
masyarakat. masyarakat, disabilitas ke lembaga | Asasi Manusia,

pemenuhan  hak-hak
Penyandang Disabilitas

penerima pengaduan,

Kementerian Sosial,

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi

FATIE berhadapan
dengan hukum.

Menyelenggarakan
sogializasi dan
kampanye publilk

melalui berbagai media
tentang  Pelindungan

terhadap tird ak
kekerasan b gi
Penyandang

Disabilitas,

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Tersedianya

mekanisme
Penanganan dan
penyelesaian

pengaduan.

Tersedianya media
Yang memberikan
informasi Pelindungan
terhadap tindalk
ke loeras an bagi

Penyusunan pedoman
pEnANEAnAn dan
penye lesaian

pengaduan.

Penyediaan media
informasi

Pelindungan terhadap
tind ak kekerasan bagi

Tersedianya pedoman

sebagni acuan
[PETVAN ZAMAT dan
penyelesaian kasus
Penyarmdang

Disabilitas Yang

berhadapan  dengan

Hulkum.

Tersedianya media
YANE memberikan
informasi

Pelindungan terhadap
tindak kekerasan bagi

Penyandang
Penyandang Penyandang
Disabilitas,
Disabilitas. Disabilitas.
Tercapainya Peningkatan  konten | Tersedianya  konten

peninglkatan konten

informazi publik untuk

pencegahan tHndalk
ke kerasan b g
Penyandang

informasi publilk
untuk pencegahan
tind ak kekerasan bagi
Penyandang

Disahbilitas.

informasi publilk
untuk pencegahan
tindak kekerasan bagi
Penyardang

Digabilitas yang terus

K/L Penanggung
Jawab Utama

Kementerian
Komunikasi dan

Informasi.

K /L Pendukung

Kementerian

Hukum dan Hak
Asasi Marusia,
Kementerian

PPN/ Bappenas,

Kementerian Sosial.

Kerangka Wakiu Pelaksanaan
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Strategl Implementasi

Target Capaian

Disabilitas.

Kegiatan

Indikator Capaian

mening kat setiap

tabiun,

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Melaksanalkan

internalisasi hasil studi
atau riset terleait
tindak kekerasan
terhadap Penyandang
Dizabkilitas ke dalam
materi sosialisasi dan

kampanye publik,

Tersedianya riset atau

kajian  terkait  tindak

Penyelenggaraan riset

atau  kajian  terkait

Tersedianya Laporan
hasil riset atau kajian

terleait tirslak

Lembaga llmu

tiiwed ks kek erasai Penigetaliviai
ke keras an terhadap kekerasan  terhadap
terhadap Penyandang Indonesia,
Penyandang Disabilitas Penyandang
) Disabilitas yang T Kementerian
yang digunakan dalam Disabilitas yang
. digunakan dalam . Riset dan
sosialisasi dan digunakan dalam
sosialisasi dan Teknologi.
kamparye publik, . sosialis asi dan
kampanye publik. .
kampanye publik.
Terselenggaranya
sosialisasi dan
Tercapainya Peningkatan Jumlah
. . o kampanye puablik
peningkatan jumlah | sosialisasi dan .
berd asarkan hasil
sosialisasi dan | kampanye publilk Kementerian
studi  terkait tndak
kampanye publik yang | terkait tired ale Komunikasi dan

dilakukan berdasarkan
riset atau studi

termutakhir.

kekerasan terhvad ap
penyandang

disahilitas,

kekerasan terhadap
Penyand ang

Disabilitas Yang
semakin intens setiap

takiit,

Informasi,

Kementerian
PFN/Bappenas,

Kementerian Sosial,

Kerangka Waktu Pelaksanaan
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Hegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Terselenggaranya
sosialisasi dan
kampanye publik
berd asarkan hasil
studi  terkait  tindalk
kekerasan  terhadap
Penyardang
Dizgabilitas yang
semakin intens setap
tahun dari
ling kungan

ale sl emisd,

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.

K /L Pendukung

Kerangka Wakiu Pelaksanaan

2021 2022 | 2023 | 2024

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas

Memberikan  pelatiban

penguatan kapasitas
kepada pem beri
layanan habilitasi dan
rehabilitasi dari
lembaga dan
masyarakat.

Tersedianya pedoman

layanan habilitasi
rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas,

dan

Ts.w_.

Penyusunan Norma
Standar Prosedur
Kriteria [NSFK],
Pedoman Umum, dan
Pedoman Operasional
YAng ditetapkan

sesuai rAgam

Tersedianya Norma
Stand ar Prosedur
Kriteria [NSFK],
Pedoman Umum dan
Pedoman Operasional
FAng ditetapkan

sesuai ragam

Kementerian
Sosial,
Kementerian

Kesehatan.

Kementerian
Hukum dan Hak
Aznsi Manusia,
Kementerian
Ketenagakerjaamn,
Kementerian
Pendidikan dan

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
disahbilitas. disahbilitas. Kebudayaan,
Kementerian Dalam
Negeri.
Pelatihan dan | Terselenggaranya
peningkatan pelatiban  penguatan
kapasitas kepada | kapasitas kepada
pem ber layanan | pemberd layanan | Kementerian Kementerian
Tercapainya o o .
habilitasi dan | habilitasi damn | Sozial, Hukum dan Hak
peningkatan jumlah o . o . . .
) rehabilitasi dari | rehabilitasi dari Asasi Manusia,
pelathan penguatan . .
lembaga sosial dan | lembaga s=sosial dan Kementerian
kapasitas kepada ] )
. masyarakat, masyarakat, Ketenagakerjaan,
pemberi layanan
' Pelatihan dan | Terselenggaranya Kementerian
habilitasi dan .
o | peningkatan pelatihan  penguatan Perd idilan dan
rehabilitasi dari ) .
kapasitas kepada | kapasitas kepada Kebudayaan,
lembaga dan . ) ) .
pem beri layanan | pemberi layanan | Kementerian Kementerian
masyarakat, o o
huaksilits dan dan | Kesehatan. PPN/ Bappenas,
rehabilitasi dari | rehahbilitasi dari
lembaga keschatan | lembaga kesehatan

dan masyaralkat.

dan masyarakat.

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian Sewals U K /L Pendukung
A S 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kementerian
Hukum dan Hak
Tersedianya ) .
Asasi Manusia,
Tercapainya penguatan | Pengembangan kebijakan dan/atau
Kementerian
pelaksanaan  layanan | kebijakan skema | peraturan terbangun
% : xS Ketenagakerjaan,
habilitasi dan | layanan habilitasi dan | untuk skema layanan )
Kementerian
rehabilitasi dari | rehabilitasi oleh | habilitasi dan
25 : Pendidikan dan
lembaga dan | lembaga dan | rehabilitasi dari
Kebudayaan,
masyarakat. masyarakat. lembaga dan
Kementerian
masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas,
Sosial,
Kementerian
Kementerian
Kesehatan,
Hukum dan Hak
) Terselenggaranya .
Tercapainya Soslalisasi dan Asasi Manusia,
soslalisasi dan
peningkatan edukasi layanan ? Kementerian
edukasi layanan
keterlibatan habilitasi dan Ketenagakerjaan,
habilitasi dan
masyarakat dalam | rehabilitasi bagi : Kementerian
rehabilitasi kepada
layanan habilitasi dan | lembaga dan Pendidikan dan
) lembaga dan
rehabilitasi, masyarakat, Kebudayaan,
masyarakat, f
Kementerian
PPN/Bappenas,

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian Sewab U K/L Pendukung
A S 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tersedianya dokumen
kajian terkait
Kementerian

kurikulum pedoman
Meningkatkan jumlah Hukum dan Hak

habilitasi dan
layanan habilitasi dan | Tersedianya kurikulum | Pengembangan R A Asasi Manusia,

rehabilitasi  berbasis
rehabilitasi yang sudah | dan pedoman layanan | kurikulum dan it Kementerian Kementerian

masyarakat,
mengimplementasikan | habilitasi dan | pedoman layanan - Sosial, Ketenagakerjaan,
kurikulum dan | rehabilitasi berbasis | habilitasi dan Tersedianya modul Kementerian Kementerian
pedoman habilitasi dan | masyarakat di seluruh | rehabilitasi  berbasis kurikulum dan Keschatan. Pendidikan dan
rehabilitasi  berbasis | provinsi. masyarakat, pedoman layanan Kebudayaan,
masyarakat. habilitasi dan Kementerian

rehabilitasi  berbasis PPN/Bappenas

masyarakat di

seluruh provinsi.

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Terselenggaranya
layanan habilitasi dan

Tercapainya
Pemberi layanan | rehabilitasi yang
peningkatan jumlah . )
habilitasi dan | menggunakan
layanan habilitasi dan
rehabilitasi kurikulum dan
rehabilitasi yang
menggunakan pedoman habilitasi
menggunakan ; i
kurikulum dan | dan rehabilitasi
kurikulum dan
pedoman  habilitasi | berbasis masyarakat,
pedoman habilitasi dan , .
dan rehabilitasi | termasuk
rehabilitasi berbasis
berbasis masyarakat. | penyelenggaraan
masyarakat.
penyediaan alat
bantu.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Tersedianya
pendamping sogial
Penguatan
P - yang Mampu
pendamping s0sia
melakukan
Memperkuat kapasitas untulk pendampingan Kementerian
. pendampingan  bagi .
pendamping [seperti . bagi Penyandang Sosial,
Tersedianya Penyand ang
pekerja  sosial, kader Disahbilitas dan
pendamping Disabilitas dan
e berd oy aan Keluarganya. . .
masyarakat yang keluarganya gesuai Kementerian
masyarakat desa,
mampu melakukan kebutuhan. PPN/ Bappenas,
pendamping desa, dan
pendam pingan bagi Tersedianya Kementerian Dalam
karang taruma) dalam . . .
Penyandang Disabilitas pendamping desn Negeri.
melakukan Penguatan
dan keluarganya sesuai yang mampu | Kementerian
pendampingan bagi pendamping desa
. . kebutuhan. melakukan Desa
Penyandang Disabilitas untuk pendampingar . .
pendampingan  bagi | Pembangunan
dan keluarganya. bagi Penyandang
Penyand ang Daerah Tertinggal
Dizabilitas dan
Drisabilitas dan | Transmigrasi,
Keluarganya.

keluarganya sesuai

kebutuhan.

Kerangka Wakiu Pelaksanaan

2021 2022 | 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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daerah berjalan

sinergis.

kesejahteraan  sosial
sesuai dengan kondisi

dan kebutuhannya.

disabilitas yang
aksesibel, mudah dan

murah,

kesejahteraan  sosial
meningkat tiap
tahun.

K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
Jawab Utama
Tercapainya
Pengembangan Penyandang
Memastikan peningkatan jumlah
) program Disabilitas miskin
pelaksanaan program | Penyandang Disabilitas Kementerian
kesejahteraan  sosial | yang dapat
kesejahteraan sosial di | miskin yang Kementerian PPN/Bappenas,
bagi penyandang | mengakses program
tingkat  pusat  dan | mengakses program Sosial, Kementerian Dalam

Negeri.

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024

Menyusun maodul
pelatihan  sensitivitas

disabilitas yang
digunakan sebagai
standar pemberian
edukasi oleh

kementerian/lembaga,

pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha

Tersusunnya maodul

pelatthan  sensitivitas

disabilitas yang
digunakan sebagal
standar pemberian
edukasi oleh

kementerian /lembaga,
pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, dan

swasta di seluruh

Pengembangan modul
panduan  pelayanan
bagi pemberi layanan
di lingkungan
kementerian/lembaga
dan pemerintah
daerah yang
mengakomodasi
kebutuhan

penyandang

Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Tersedianya maodul
pelatihan  sensitivitas
disabilitas yang
digunakan sebagai
standar pemberian
edukasi oleh
kementerian /lembaga
dan pemerintah
daerah di  seluruh

sektor,

Lembaga
Administrasi
Negara,
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Reformasi
Birokrasi,
pemerintah

provinsi dan

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian

Sosial,

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian / K/L Pendukung
SAAD Ul 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Milik Daerah, dan | sektor. disabilitas. pemerintah
swasta di  seluruh kabupaten /kota
sektor,
Pengembangan modul
panduan pelayanan | Tersedianya  modul
bagi pemberi la latiha itivita
s sl By - = Kementerian Kementerian
di lingkungan BUMN, | disabilitas yang
| Ketenagakerjaan, | PPN/Bappenas,
BUMD, dan Swasta | digunakan sebagai
Kementerian Kementerian Dalam

vang mengakomodasi
kebutuhan
penyandang
disabilitas.

standar  pemberian
edukasi oleh BUMN,
BUMD, dan swasta di

seluruh sektor.

Badan Usaha
Milik Negara.

Negeri, Kementerian
Sosial,

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung
Stra mentasi Ca K Indikatar Ca
tegi Imple Target Capaian egiatan paian Sewab U
Terselenggaranya Kementerian
pelatiban  sensitivitas | Pendayagunaan
Mengintegrasikan disabilitas bagi | Aparatur Negara
Pelaksanaan
materi pelatihan | Tersedianya  pelatihan seluruh Reformasi
pelatihan  sensitivitas
sensitivitas  disabilitas | sensitivitas  disabilitas kementerian /lembaga | Birokrasi,
disabilitas kepada :
pada pemberian | bagi seluruh dan pemerintah | Lembaga
pemberi layanan bagi
edukasi oleh | kementerian flembaga, F daerah  di  selurub | Administrasi
nyan
kementerian/lembaga, | pemerintah daerah, o . sektor, Negara.
disabilitas di
pemerintah dacrah, | Badan Usaha Milik Terselenggaranya
lingkungan
Badan Usaha Milik | Negara, Badan Usaha pelatihan  sensitivitas
kementerian/lembaga Kementerian

Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan
swasta  di seluruh

sektor,

Milik Daerah, dan
swasta di  seluruh

sektor,

, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD, dan
Swasta.

disabilitas bagi
seluruh Badan Usaha
Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah,
dan swasta di seluruh

sektor,

Badan Usaha
Milik Negara,
Kementerian
Ketenagakerjaan,

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Tersedianya sumber
daya MmATLEA di
selurih

kementerian flembaga,
pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik  Daerah, dan
swasta i seluruh
sektor yang responsil
terhadap Penyandang
Disabilitas,

Penguatan 5DM
pemberi layanan yang
responsif terhad ap
Penyandang

Digabilitas di selunih
kementerian/lembaga
dan pemerintak

daerah  di selurah

selibor.

SOM  yang sudah
mengikuti  pelatihan
sensitivitas disabilitas
di seluruh
kementerian flembaga
dan permerintak
daerah  di  seluruh

sektor,

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Refor masi
Birolrasi,

Lty baga
Administrasi

MNegara,

Penguatan SDM
pemberi layanan yang
responsil te rhumd gy
Penyandang

Disabilitas di seluruh
Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Dwerah, dan

swasta di  seluruh

seltor,

SDM  yang sudah
mengikuti  pelatihan
sensitivitas disabilitas
di Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan
awasta di  seluruh

sektor.

Kementerian
Bad an Usaha
Milik Negara,
Kementerian

Ketenagalerjaan,

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Menyusun panduan
dan standar
operasional
ketenagakerjaan
disabilitas bagi sektor
publik dan swasta,

Target Capaian

Tersedianya panduan
dan standar
operasional
ketenagakerjaan
disabilitas di sektor
publik dan swasta,
mencakup antara lain
proses  pemagangan,
perekrutan,
penempatan, pelatihan,
dan pengembangan
karir,

Kegiatan

penyusunan panduan
dan  pengembangan
standar teknis
operasional
ketenagakerjaan  di
sektor publik mulai
dari proses rekrutmen
hingga
pengembangan
kapasitas dan jenjang
karir,

Indikator Capaian

Terbitnya Surat
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi
kepada Kepala

Lembaga Administrasi
Negara tentang
Peningkatan Standar
Operasional
Penyelenggara Diklat
scbagai bagian dari
Implementasi
Kebijakan
Pengembangan

Kom petensi

(Pemagangan dan
Pelatihan) khususnya
bagi Penyamndang
Disabilitas,

K/L Penanggung
Jawab Utama

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Reformasi
Birokrasi,
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah
Kabupaten /Kota.

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian
Sosial,

www.peraturan.go.id
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Strategl Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian
Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan terkait
Implementasi

Manajemen ASN
berdasarkan  sistem
merit bagi
Penyamndang

Terbitnya Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi
tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan
dan Pelaksanaan

Sele lesi CASN
[didalamnya

mengatur terkait
for st khusus

disabilitas).

K/L Penanggung

Jowab Utama

K/L Pendukung

Kerangka Walktu Pelaksanaan
2021

2022 | 2023 | 2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jawab Utama

Penyusunan pamnduan
dan  pengembangan
stard ar teknis
operasional

ketenagakerjaan i

swasta mulai dari

Proses relrutmen
hingga
pengembangan

kapasitas dan jenjang

karir.

Tersedianya panduan
dan standar
apserasional
ketenagakerjaan
disabilitas di swasta,
mencakup antara lain
proses  pemagangan,
perelratan,
penempatan,
pelatibamn, dan

pengembangan karir,

Kementerian
Ketenagake rjaan,
Kementerian

Bad any Usaha

Milikk Negara,

Memastikan
penyediaan  akomodasi
vang layak bagi pekerja
Penyandang

Disabilitas,

Tersedianya standar
penyediaan akomodasi
yvang layak bagl pekerja
Penyandang

Disabilitas.

Penyusunan

kebijakan standar
bangunan, SAFANA
dan prasarana dan
akomodasi lain yang
dibutuhkan untuk
mendukung

kemandirian

Penyandang
Drizabilitas di
lingkungan kerja

Tersedianya standar
penyediaan

akomodasi yang layak

bagi pekerja
Penyand ang

Disabilitas di
lingkungan kerja

sektor publik,

Kementerian
Pendlay agunaan
Aparatur Negara
Refor masi
Birokrasi,
pemerintah
provins dan
pemerintah

kabupaten /kota,

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung
Jowab Utama

selitor publik.

_u._.._.._.d...___...p____..:u:.._

kebijakan standar

b MELITaTY sarana

dan pPrasarana

akome i lain

dibutuhkan
mendukung
kemardirian
penyandang
dizabilitas
lingkungan

swasta.

dan
Yang

untuk

di

kerja

Tersedianya standar
penyediaan

akomodasi yang layak

pekerja

Penyandang
Disabilitas di
lingkungan kerja
sSWasta,

Kementerian

Ketenagakerjaan,
Kementerian
B ol ary Uszaha
Milik Megara.

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id



“74-

2021, No. 704

K/L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
Jawab Utama
2021 2024
Tersedianya
Meningkatkan jumlah sosialisasi dan
Tersedianya Badan | Pengembangan
kementerian/lembaga, edukasi yang
Usaha Milik Negara, | mekanisme
pemerintah daerah, diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik | sosialisasi, edukasi
Badan Usaha Milik pemerintah pusat dan Seluruh
Daerah, dan | dan pengawasan bagi Kementerian
Negara, Badan Usaha pemerintah daerah Kementerian /Lemba
perusahaan swasta | BUMN, BUMD dan Ketenagakerjaan,
Milik  Daerah, dan terkait panduan ga,
yang Swasta untuk Kementerian
perusahaan swasta ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi
mengimplementasikan | mengimplementasika Badan Usaha
yang melaksanakan penyandang dan Pemerintah
panduan n panduan ; Milik Negara,
panduan dan standar disabilitas kepada Kabupaten /Kota,
. ketenagakerjaan  bagi | ketenagakerjaan bagi
operasional Badan Usaha Milik
Penyandang penyandang
ketenagakerjaan { ; Negara, Badan Usaha
Disabilitas. disabilitas,
disabilitas. Milik Daerah, dan

perusahaan swasta,

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

K/L Penanggung

Ca K Indikatar Ca ¥
Target Capaian egiatan palen’ |
Tersedianya 2%
formasi bagi
nd
penyshcms Kementerian
disabilitas dari
Pendayagunaan
Tercapainya alokasi formasi yang
Aparatur Negara
peningkatan  jumlah | Pengembangan skema | ditetapkan bagi Fak 7
lorma
kementerian flembaga, | pengawasan dan | masing-masing Birokrasi
pemerintah daerah, | insentif bagi | kementerian /lembaga '
Badan Usaha Milik | kementerian/lembaga | dan pemerintah
Negara, dan Badan |, pemerintah daerah, | daerah
Usaha Milik Daerah | BUMN dan BUMD [Badan Usaha Milik
yang mempekerjakan | yang mempekerjakan | Negara dan Badan
paling sedikit 2% [dua | Penyandang Usaha Milik Daerah
) ) Kementerian
persen) Penyandang | Disabilitas sesuai | yang mempekerjakan
Ketenagakerjaan,
Disabilitas dari jumlah | kuota. paling sedikit 2% (dua
Kementerian
pegawal atau pekerja, persen)  Penyandang
Badan Usaha
Disabilitas dari
Milik Negara.

jumlah pegawai atau
pekerja meningkat
setiap tahun,

K/L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022 | 2023 | 2024

www.peraturan.go.id



K/L Penanggung R P Kerangka Waktu Pelaksanaan

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikatar Capaian (R it 1 T o T o
' 1

Perusahaan  swasta
Tercapainya Pengembangan skema

peningkatan  jumlah | insentif bagi Swasta
perusahaan swasta | yang mempekerjakan
[satu persen)
yang mempekerjakan | paling sedikit 1% Per Kementerian
yandang
ling sedikit 1% (satu | Penyanda Ketenagakerjaan,
PrEne e Disabilitas dari e
persen) Penyandang | Disabilitas dari
jumlah pegawai atau
Disabilitas dari jumlah | jumlah pegawai atau
) ) pekerja meningkat
pegawai atau pekerja. pekerja.

yang mempekerjakan
paling  sedikit 1%

-76-

setiap tahun,
Terselenggaranya Kementerian
pelatiban dan Koordinator Bidang
Pelaksanaan
Tersedianya pelatihan pemberdayaan Kementerian Perekonomian,
program/kegiatan
Meningkatkan dan pemberdayaan atih bagi keterampilan dan | Koperasi dan | Kementerian
an
kapasitas Penyandang | keterampilan dan ” S pengelolaan usaha | Usaha Kecil dan | PPN/Bappenas,
nyan
Disabilitas dalam | pengelolaan usaha bagi Bi V.MEFS bagi Penyandang | Menengah. Kementerian
sa s a
berusaha, Penyandang Disabilitas i Disabilitas di lingkup Keuangan,
bekerja di  sektor
di sektor informal. Koperasi dan UMKM. Kementerian Badan
informal,
Usaha Milik Negara,
Terselenggaranya Kementerian

Bank Indonesia,

2021, No. 704
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Strategl Implementasi

K/L Penanggung

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian S
pelatihan dan | Perdagangan.
pemberdayann
keterampilan dan
pengelolaan usaha
bagi Penyandang
Disabilitas di lingkup
perdagangan.

Terselenggaranya

pelatiban darn

pemberdayaan Kementerian

keterampilan dan Pariwisata dan

pengelolaan usaha Ekonomi Kreatif.

bagi Penyandang

Digabilitas di lingkup

pariwisata.

Pengembangan skema Rementerian

Tersedianya Tersedianya  skema | Pariwisata  dan

permodalan usaha
yang mudah diakses
aleh Penyandang

bantuan kredit dan
akses permodalan
bagi Penyandang
Dizabilitas yang
aksesibel dan mudah.

permod alan usaha
yang mudah diakses
aleh FPenyandang
Disabilitas .

Ekonomi Kreatif,
Kementerian
Koperasi dan
Usaha Kecil dan
Menengah,

K/L Pendukung

Ortoritas
Keuangan,

Kerangka Walktu Pelaksanaan
2022 | 2023 | 2024

2021
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K/L Penanggung
Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Penyandang
Memasukkan Tercapainya Kementerian
Digabilitas yang
Penyandang Disabilitas | peningkatan  jumlah Penjangln aa daoatkan sk Koperasi dan
nja JRE:TS no| men n 565
sebagal kriteria untuk | Penyandang Disabilitas ne pa Usaha Kecil dan
pendataan untuk Kredit Usaha
mendapatkan  diskresi | yang mendapatkan Menengah,
Penyandang Ralkyat atau
dalam skema Kredit | akses untuk Kredit o ) | Kementerian
Disabilitas yang | mekanisme kred it
Usaha Rakyat atau|Usaha Rakyat atsu Pariwisata  dan
membutuhkan kredit | sejenis untuk
mekanisme kredit | mekanizme keredit Ekonomi  Kreatif,
. o modal usaha. permaod alan usaha )
sejenis untuk | sejenis untulk Kementerian
vang terus meningkat
permodalan usaha, permaodalan usaha, Perdagangan.
setlap talun,
Memas tilkan Tercapainya Jurmlah sosialisasi Kementerian
Penge mbangan
Pelindungan  jaminan | peningkatan  jumlah ) .| bagl pekerja peserta Koordinator  Bidang
kesehat dan | sosialisasi bagi pekerja | o omunkastl Pelak Pembea:
= o] HTH Ti | B0E EHEL i: 8 ial =l SHTIE EMDE T BT
P dan diseminasi dalam
ketenagakerjaan  bagl | peserta Badan Jaminan Sosial Manusia dan
) mendorong kesadaran )
peserta Badan | Pelaksana Jaminan Bervanda Kesehatan dan | Kementerian Kebudayaan,
A
Penyelenggara Jaminan | Sosial Kesehatan dan DI u..,n__: e ik Ketenagakerjaan Hetenagakerjaan, | Kementerian Badan
58 a8 un
Sosial [Badan | Ketenagakerjaan terkait dengan | Kementerian Usaha Milik Negara,
bergabung dalam
Pelaksana Jaminan | terkait dengan jaminan jaminan  kesehatan | Kesehatan. Kementerian Dalam
kepesertaat Badar
Sosial] Kesehatan dan | kesehatan dan dan ketenagakerjaan Negeri, pemerintah
Ket ) ket keri | Pelaksana  Jaminan ) eer] o d
enagakerjaan yang enagakerjaan  bagi bagi a rovinsi an
Sosial Kesehatan dan we ¥
mengalami  disabilitas | pekerja Penyandang Penyandang pemerintah
Ketenagakerjaan.
akibat kecelakaan | Disabilitas akibat Dizabilitas akibat kabupaten fkota,

Kerangka Walktu Pelaksanaan

2021

2022 | 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

K/L Penanggung

Jowab Utama

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024

kerja.

kecelalkaan kerja.

kecelalkaan kerja.

Badan Pelaksana

Jaminan Sosial

Kesehatan,

Badan Pelaksana

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan.

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Tersedianya
pengaduan
e serta

Pelaksana

layariar
bagi
Badan

Jaminan

Sosial Kesehatan dan

Ketenagakerjaan vyang

Penyusunan
me kanisme
pengaduan bagi
peserta Badan
Pelaksana  Jaminan
Sosial Kesehatan dan

Ketenagakerjaan yang

Tersedianya layanan
pengaduan b gi
peserta Badan
Pelaksana  Jaminan
Sosial Keschatan dan

Hetenagakerjaan yang

mengalami mengalami
mengalami kecelakaan
kecelalkaan kerja atau | kecelalaan kerja
kerja  hingga menjadi o . T
kondisi darurat | hingga menjadi
Penyandang
. lainnya hingga | Penyandang
Disabilitas.
menjadi  Penyandang | Disabilitas,
Disabilitas,
Pelaksanaan
Tercapainya kebijakan dan skema
Jumlah perusahaan
peningkatan jumlah | insentfl untuk o
Yang mengikuti
perusahaan yang | mendorong
program  retum o
mengikuti program | perusahaan
o ek,
return to work, _:..-:.w_rd: program

return to work,

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
Terlaksananya
Sosialisasi dan
sosialisasi dan Jumlah sosialisasi
advokasi bagi BUMN,
advokasi bagi BUMN, BUMD & dan advokasi bagi Kementerian Badan
¢ n
BUMD, dan BUMN dan BUMD Usaha Milik Negara,
perusahaan  swasta
Mendorong partisipasi | perusahaan swasta R terkait  penggunaan | Kementerian Kementerian Dalam
er nggunaan
perusahaan untuk | terkait penggunaan da. vn.? dana Tanggung | Ketenagakerjaan, | Negeri,
na nggun
mendukung dana Tanggung Jawab 3 b MH __N Jawab Sosial | Kementerian kementerian /lembag
awal osia
Penyandang Sosial Lingkungan /TJSL Badan Usaha | a terkait,
Lingkungan/TJSL
Disabilitas. Lingkungan /TJSL | (Corporate Sosial | Milik Negara, pemerintah  provinsi
_ | [Corporate Sosial Tz
(Corporate Sosial : Responsibility /CSR) dan pemerintah
. Responsibility [CSR)
Responsibility {CSR) bagi Penyandang kabupaten /kota.
bagi Penyandang
bagi Penyandang Disabilitas,
Disabilitas,

Disabilitas,

Kerangka Waktu Pelaksanaan
2021 | 2022 | 2023 | 2024
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K/L Penanggung
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
Jawab Utama
Tercapainya
ningkatan umlah
pesngE ] Jumlah BUMN,
Badan Usaha Milik
BUMD, dan
Negara, Badan Usaha
perusahaan  swasta
Milik  Daerah, dan | Penyaluran dana
yang melaksanakan
perusahaan swasta | TUSL/CSR dari
dana Tanggung
yang melaksanakan | BUMN, BUMD dan
PR B % " . Jawab Sosial
na Tanggung Jawa rusahaan  swasta
% pe Lingkungan /TJSL
Sosial yang menjangkau )
(Corporate Sosial
Lingkungan /TJSL penyandang o
: Responsibility [CSR)
(Corporate Sostal | disabilitas.
untuk mendukung
Responsibility/CSR)
Penyandang
untuk mendukung
Disabilitas.
Penyandang
Disabilitas,
Melaksanakan Tersedianya laporan | Penyusunan Tersedianya Laporan Kementerian
pemantauan dan | tahunan yang | pelaporan kinerja | Pengadaan CASN | Kementerian Ketenagakerjaan,
Evaluasi terhadap | mencakup jumlah | berdasarkan yang didalamnya | Ketenagakerjaan, | Kementerian
pelaksanaan pedoman | kementerian/ lembaga, | pelaksanaan standar | memuat laporan dari | Kementerian Pendayagunaan

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

dan standar
operasional
ketenagakerjaan
disabilitas.

Menyelenggarakan
pelatiban literasi
keuangan yang inklusif
bagi Penyandang
Disabilitas,

Target Capaian

Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha
Milik  Daerah, dan
perusahaan swasta
yang dipantau terkait
kesesuaian

pelaksanaan pedoman

dan standar
operasional
ketenagakerjaan

disabilitas.

Tersedianya kurikulum
dan modul pelatihan
literasi keunangan yang
inklusif bagi
Penyandang
Disabilitas.

Kegiatan

operasional yang
sensitif  disabilitas di
bidang
ketenagakerjaan oleh
kementerian/lembaga
, pemerintah daerah,
BUMN, BUMD dan
swasta sesual
pedoman yang telah
ditetapkan.

Penyusunan
kurikulum dan modul
peningkatan  literasi
keuangan inklusif
bagi penyandang
disabilitas.

K/L Penanggung

Indikator Capaian b Ut

Pendayagunaan

Aparatur Negara

kementerian /lembaga
/pemerintah daerah,

kurikulum dan modul

Bank Indonesia.

K/L Pendukung

Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi,
Kementerian Badan
Usaha Milik Negara,
dan

pemerintah daerah.

Otoritas Jasa
Keuangan, Bank
Indonesia, dan
kementerian /lembag
a terkait,

www.peraturan.go.id
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Strategl Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Tercapainya Penyand ang
Pelatihan bagi
peningkatan Jjumlah Digabilitas Yang
T Penyandang
Penyandang Disabilitaz mendapatian
. Disahbilitas tentang
YANg mendapatkan pelatihan literasi
literasi keuangan dan
pelatibian literasi . . keuangan meningkat
keuangan inklusif,
keuangan. setiap tabun.
Penjangkauan
Tercapainya perluas an akses | Penyandang
peningkatan jumlah | produlk keuangan | Disabilitas yang
Penyamndang Disabilitas | kepada Penyandang | memiliki reliening

yang memiliki rekening

keuangan.

Disabilitas, terutama
kepemilikan rekening

keuangan.

keuangan meningkat

setiap talun,

Meningkatkan

penyediaan lay anan
dan fasilitas kKeuangan
inklusif wang mudah
diakses oleh

Penyandang Disabilitas

Tersedianya standar
aperasional tentang
penyediaan layanan
keuangan inklusif yang
mudah diakses oleh
Penyandang

Disabilitas,

Penyusunan stamdar
oaperasional

pelayanan keuangan
inklugil bagi
Penyandang

Disabilitas sesuAai
ragam yang aksesibel

dan mudah.

Tersedianya standar
operasional  tentang
penyediaan layanan
keuangan inklusif
vang mudah diakses
aleh Penyandang

Disabilitas .

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Perluasan
Tercapainya penjangkauan
. Lembaga  keuangan
peningkatan Jumlah | lembaga keuangan

lembaga keuangan
yang inklusif yang

mudah diakses oleh

inklusif dari aspek
produk, layanan dan

infrastruktur yang

yang inklusif yang
mudah diakses oleh
Penyandang

Disabilitas meningkat

Penyandang aksesibel bagi ;
) setiap tahun,
Disabilitas, Penyandang
Disabilitas.
Tersedianya  produk
Pengembangan simpanan dan
Menambah inovasi | Tersedianya produk
produk perbankan | pinjaman  keuangan
produk layanan | simpanan dan
yang mengakomodasi | yang mengakomodasi
keuangan yang | pinjaman keuangan
kebutuhan produk | kebutuhan ragam
bermanfaat bagi | yang dapat diakses A
keuangan bagi | disabilitas dan dapat
Penyandang oleh Penyandang
) ) Penyandang diakses oleh
Disabilitas. Disabilitas,
Disabilitas. Penyandang

Disabilitas.

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

Mengadakan

pelatihan/ pendidikan
bagi tenaga pendidik,
calon tenaga pendidik,
dan tenaga
kependidikan tentang
layanan pendidikan
inklusif dari tingkat
Pendidikan Anak Usia
Dini, dasar, menengah,
dan pendidikan tinggi

online.

Tercapainya

peningkatan  jumlah
tenaga pendidik, calon
tenaga pendidik, dan
tenaga  kependidikan
yang memiliki
kompetensi dalam
memenuhi  kebutuhan
Penyandang Disabilitas
di lingkungan sekolah.

260l

Pengadaan pelatihan
layanan  pendidikan
inklusif bagi calon
tenaga pendidik, dan
tenaga pendidik.

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian

Tersedinya sarana

Tersedianya sarana
Pengembangan dan prasarana

dan prasarana layanan
sarana dan prasarana | layanan keuangan

keuangan yang dapat
keuangan yang | yang dapat

digunakan oleh
aksesibel bagi | digunakan aleh

Penyandang Disabilitas

: Penyandang Penyandang

baik offline maupun

Disabilitas, Disabilitas baik offline

maupun online.

Tenaga pendidik,
calon tenaga
pendidik, dan tenaga
kependidikan bagi
peserta didik
Penyandang

Disabilitas meningkat
setiap tahun,

Jawab Utama

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Agama,

Kerangka Waktu Pelaksanaan
2021 | 2022 | 2023 | 2024

K/L Pendukung

Kementerian Sosial,
Kementerian
PPN/Bappenas,
Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah
Kabupaten /Kota,

www.peraturan.go.id
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: " : L Penanggung Kerangka Waktu Pelaksanaan
Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikatar Capaian L o ; K /L Pendukung ;
Jawab Utama 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Penyandang
Disabilitas,
Tersedianya
Penjangkauan
Peraturan Daerah di
Penyusunan
tingkat provinsi dan
Peraturan Daerah
kabupaten/kota
tentang  pendidikan
Menyediakan fasilitas tentang  pendidikan
Tercapainya inklusif bagi
dan layanan belajar inklusif bagi | Kementerian
peningkatan jumlah | Penyandang Kementerian Sosial,
mengajar yang mudah S Penyandang Pendidikan dan
daerah yang memiliki | Disabilitas, Kementerian
diakses dan Disabilitas, Kebudayaan,
Peraturan Daerah yang PPN/Bappenas,
penyediaan akomodasi pemerintah  daerah | Kementerian
Sk At mengatur tentang AR pemerintah provinsi
sel mengintegrasikan dan | Agam
i pendidikan inklusif g » dan pemerintah
tingkatan  pendidikan Pengembangan menerapkan  Standar | Kementerian
bagi Penyandang kabupaten /kota.
bagi Penyandang Disalilite program dan kegiatan | Pelayanan  Minimal | Dalam Negeri.
S 5.
Disabilitas. Pembangunan (SPM| bidang
Inklusif Disabilitas di | Pendidikan dalam
pemerintah daerah. dokumen

perencanaan dan
pembangunan

www.peraturan.go.id
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Strategl Implementasi

K/L Penanggung
Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K/L Pendukung
cga Jawab Utama /
daerah.
Tersedianya standar
atas lembaga
Tersusunnya standar
pendidikan yang
atas lembaga
inklusif bagi | Pengembangan o ) Kementerian Sosial,
Penyandang Disabilitas | kebijakan terkait Kementerian
inkluasil bagi | Pendidikan  dan
(ketersediaan  sarana | standar pelaksanaan PFN/Bappenas,
tenaga | pendidikan  inidusif | T o8 Kebudayaan, emerintah provinsi
HEATHN I VITIEL
HEEP&EA H dang tsabilitassesual | Kementer H H“E&
¥ &1 an ar
B aga ¥ dengan ketentuan | Agama. pem
profesional) sesual | Disabilitas, ) kabupaten fkota
mengenai Standar
dengan ketentuan
Pelayanan Minimal,
mengenai Standar
Pelayanan Minimal.
Tercapainya Penyediaan  fasilitas | Tersedianya Lembaga | Kementerian Kementerian Sosial,

peninglkatan jumlah

belajar mengajar yang

pendidikan YANE

Permdidikan dan

Kementerian

Kerangka Walktu Pelaksanaan
2022 | 2023 | 2024

2021

www.peraturan.go.id
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Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
_,nn.g vn:&acﬁs mudah diakses oleh n:u..wan_hwa.. fasilitas
yang menyediakan | Penyandang belajar mengajar yang
fasilitas belajar | Disabilitas, mudah diakses
mengajar yang mudah Penyandang
diakses  Penyandang Disabilitas sesuai
Disabilitas sesuai dengan Standar
dengan ketentuan Pelayanan  Minimal
mengenai Standar meningkat setiap
Pelayanan Minimal. tahun,

T sekolah
Peickpiinge ersedianya
yang melaksanakan
peningkatan  jumlah
pendidikan dan
S—— it Penjangka tihan tentan
uan en
melaksanakan yee i $
sekalah yang | kesadaran terhadap
pendidikan dan
melaksanakan Penyandang
pelatihan tentang
pelatihan  pendidikan | Disabilitas bagi

kesadaran terhadap
Penyandang Disabilitas
bagi tenaga pendidik,
tenaga  kependidikan,
dan peserta didik,

inklusif Penyandang
Disabilitas.

tenaga pendidik,
tenaga kependidikan,
dan peserta didik
meningkat setiap
tahun,

Jawab Utama
Kementerian
Agama.

.1mz\m.nvnﬂ=wr.

Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah
Kabupaten /Kota.

Kementerian Sosial,
Kementerian
PPN/Bappenas,
Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah
Kabupaten /Kota.

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian | *©) K/L Pendukung ; _ ,
AT AR 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Menyusun  peraturan | Tercapainya Tersedianya
Penjangkauan
yang mendorong | peningkatan  jumlah perguruan tinggi
perguruan tinggi Kemenristek,
perguruan tinggi dan | perguruan tinggi dan/atau program
dan fatau program Kementerian Agama,
perguruan tinggi | dan /atau program studi yang
studi yang Kementerian
keagamaan studi yang menyelenggarakan
lenggarakan yelenggarakan e b belaj inklusif PRSP,
men menyelen aran
o -~ pembelajaran inkdusit | P Kementerian Dalam
pendidikan inklusif | pembelajaran  inklusif bagi Penyandang
bagi Penyandang Kementerian Negeri.
bagi Penyandang | bagi Penyandang Disbillitak Disabilitas meningkat
Disabilitas. Disabilitas. . setiap tahun, Seanalon dan
T i Lt Penyusunan Tersedianya Kebudayuan,
akan | Tersed ijakan menterian
Meyuait ety A > v kebijakan tentang | kebijakan tentang R . Kemenristek,
entan enta 3]
s g peran, alokasl, e = guru pembimbing | guru pembimbing Aguna Kementerian
dan insentif guru | Pembimbing khusus di
kolah inklusif bagi khusus di sekolah | khusus di sekolah PPN/Bappenas,
seko u
prnbunbing  Kinwus STt inklusif bagi | inklusif bagl Kementerian Dalam
bertu andan
yang gas di U_:M.vEB % Penyandang Penyandang Negeri.
s 5.
sekolah inklusil - bagl Disabilitas Disabilitas.
Penyandang
Dictilitas Tercapainya Perekrutan guru | Tersedianya guru Kementerian
. peningkatan pembimbing khusus | pembimbing khusus PPN/Bappenas,

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Target Capaian

pembimbing  khusus
yang bisa memenuhi

kebutuhan sekolah
inklusif bagi
Penyandang
Disabilitas,

Kegiatan

di sekolah inklusif
bagi Penyandang

Disabilitas secara
masif,

Indikator Capaian

yang bisa memenuhi
kebutuhan  sekolah

inklusif bagi
Penyandang
Disabilitas meningkat
setiap tahun,

Kementerian Dalam
Negeri.

Memasukkan  kriteria Tersedianya pedoman | Kementerian
Tersedianya pedoman
nondiskriminasi  dan et supervisi yang | Pendidikan  dan
supervis n
inklusifitas dalam P iy memasukkan variabel | Kebudayaan,
memasukkan variabel Kementerian
dokumen supervisi Penyusunan pedoman | nondiskriminasi dan | Kementerian
g ekt i | PRI OR | i Sl | bagi | Agama, FRY (Bppena,
R inklusifitas bagl & Kementerian Dalam
ke seckolah/madrasah, inklusif lintas sektor. | Penyandang Pemerintah
Penyandang Disabilitas Negeri.
perguruan tinggi, dan Disabilitas dalam | Provinsi dan
dalam mengak ses
satuan pendidikan ndidi mengakses Pemerintah
keagamaan formal. vn ) pendidikan. Kabupaten /Kota.
Melaksanakan Tercapainya Perluasan sekalah | Seluruh  Penyandang | Kementerian Kementerian

supervisi berdasarkan

peningkatan  jumlah

yang menerima

Disabilitas

Pendidikan dan

PPN/Bappenas,

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
pedoman variabel | sekolah yang menerima | peserta didik | mendapatkan akses
nondiskriminasi  dan | peserta didik | Penyandamng pendidikan formal,
inklusifitas bagi | Penyvandang Disabilitas.
Penyandang Disabilitas | Disabilitas,
dalam mengakses
pendidikan.
Tercapainya Seluruh anak
Penjangkauan  anak
peningkatan jumlah disahilitas tanpa
Digabilitas Vg
Mem beri keringanan | anak disabilitas yang batas  usia  dapat
masuk ke sekolah
b tas usin bagi | masuk ke selolah masuk ke sekolah
reguler.
Penyandang Disabilitas | regualer. reguler,
agar dapat mengikut | Tercapainya
. . Seluruh siswa
pelajaran sesual | peningkatan juinilah | Penjangkauan  siswa |00
dizabilitas
kemam puannya, siswa disabilitas yang | Disabilitas dalam

bukan sesuai usiamya,

menamatkan  program
wajib belajar 12 [dua

belas] tabun.

program wajib belajar

12 [dua belas] talun,

menamatkan program
wajib belajar 12 (dua

belas) tahumn.

K/L Penanggung
Jawab Utama

Kebudayaan,
kementerian
Agama,
Pemerintah
Prowvins dan
Pemerintah

Kabupaten / Kota,

K /L Pendukung

Kementerian Dalam

Neperi

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Mengembangkan
program deteksi dan

intervensi dini dalam
program  Pendidikan
Dasar Usia Dini
Halistik-Integratif.

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Tercapainya

penurunan tingkat
putus sekolah bagi
peserta didik
Penyandang Disabilitas

di perguruan tinggi.

Terlaksananya program
deteksi dan intervensi
dini dalam program
Pendidikan Dasar Usia
Dini Holistik-Integratif,
khususnya untuk
potensi disabilitas
intelektual,

Advokasi bagi peserta
didik Penyandang
Disabilitas di
perguruan tinggi
rentan putus sekolah,

Pelaksanaan Program
deteksi dan intervensi
dini dalam program
Pendidikan Dasar
Usia Dini  Holistik-
Integratif bagi potensi
disabilitas.

Seluruh peserta didik
Penyandang
Disabilitas di
perguruan tinggi
tidak putus sekolah,

Sekolah yang
melaksanakan
program deteksi dan
intervensi dini dalam
program  Pendidikan
Dasar Usia  Dini
Holistik-Integratif,
khususnya untuk
potensi disabilitas
intelektual meningkat
setiap tahun,

wuiﬁ.cg

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Agama,
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah
Kabupaten /Kota

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri.
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Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Membentuk unit yvang
berfung i sebagai |
Tercapainya
pussat ey aran ) ) o
peninglkatan jumlah Lembaga pendidikan
dizsabilitas bagi
lembaga pendidikan | Penjanglauan bersifat inkhasil bagi

pendidikan anak usia
dini, dasar, menengah,

dan pemdidikan tinggi

dengan memberilkan
bantuan profesional
bagi lembaga
penyelengeara

pendidikan,

yvang  inklusif  bagi
Penyamndang Disabilitas
dan memiliki unit yang
berfungsi sebagai
pusat layarian

digahbilitas,

lembaga pendidikan
vang inklusif sebagai
pusat pelayanan

disahilitas.

Penyandang

Dizabilitas dan
memiliki unit layanan
disahbilitas meninghkat

setiap tahun.

K/L Penanggung
Jawab Utama

Metidoroig
peninglkatan
penyelengegaraan
pendidikan  dan/fatau
pelatihan  vokasi bagi
Penvarndang

Disabilitas,

Tercapainya
peningkatan jumlah
lembaga kursus yang
menyelengearakan
pendidikan  dan fatau
pelathan vokasi bag
Penyandang

Disabilitas.

Penjatigleavia
lembaga kursus yang
menyelengearakan
pendidikan dan
pelatihan vokasi bagi
Penyaridaig

Disahilitas.

Lembaga kursus yvang
menyelenggarakan
pendidikan dan/ataa
pelatihan vokasi bagi
Penyand ang
Digabilitas menimglkat

setlap talun,

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Ketenagakerjaan,

Pemerintah

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

Mendarong

peninglkatan partisipasi
Penyandang Disabilitas
dalam berbagai
kompetisi bidang seni
dan olahraga di tingkat
daerah, nasional, dan

internasional.

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Tercapainya Penyandang
Perluasan  cakupan
peningkatan Jjumlah Digabilitas Yang
Penyandang
Penyandang Disabilitas mendapat  pelatihan
Disahbilitas Yang

yang mendapatkan
pelatihan vokasi sesuai
dengan minat dan

bakatnya.

Tercapainya penguatan
pemahaman dan
kapasitas

kementerian/ lembaga,

dan pemerintah daerah | |

dalam
mengembanglan
potensi Penyandang
Disabilitas di  bidang
seni dan olahraga.

mendapat  pelatihan
vokasi sesuai minat

dan bakat,

Penguatan
pemahaman dan
kapasitas
kementerian/lembaga
dan  pemerintah
daerah dalam
mengembangkan
potensi  Penyandang
Disabilitas di bidang
seni dan olahraga.

volkasi sesual dengan
minat dan bakatnya
mening kat setiap
tahian.

Terselenggaranya
penguatan
pemahaman dan
kapasitas
kementerian flembaga
dan  pemerintah
daerah dalam
mengem banghkan
potensi  Penyamndang
Dizabilitas di bidang

seni dan olahraga.

K/L Penanggung
Jawab Utama
Provinsi dan

Pemerintah
Kabupaten [ Kota,

Kemenpora,
Kementerian
Pendidikan dan
Hebudayaan.

K /L Pendukung

Kementerian

PPN/ Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah

Kabupaten /Kota,

Kerangka Wakiu Pelaksanaan

2021 2022 | 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Tercapainya )
. . Penjangleavan Terlaksananya
peningkatan jumlah
Program Program
Program
pengembangan pengem bangan

pengembangan  potensi
Penyandang Disabilitas
di  bidang seni  dan

olahraga.

potensi  Penyandang
Disahbilitas di bidang

seni dan olahraga.

potensi  Penyandang
Disabilitas di bidang

seni dan olahraga.

Tercapainya

peninglkatan jumlah
Penyarddang Disabilitas
dalam men gkt
kompetisi bidang seni

dan olahraga.

Penjangleausan

keik utsertaan
Penyandang
Disabilitas dalam
kompetisi bidang seni

dan alahraga.

Penyandang

Dizabilitas YENE
mengikuti  kompetisi
bidang seni dan
olahraga meninghkat

setiap talwn,

Tercapainya

peningkatan Jjumlah

fasilitasi leom petisi
bid ang s dan
olahraga ban g
Penyandang

Pelaksanaan
kompetisi  ratin i
bidang S0 1l dan
olahraga bagi
Penyatidarg

Disahilitas.

Terlaksana kompetisi
b i Penyandang
Disabilitas di bidang

geiil dan alahiraga

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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Memasukkan indikator
pelayanan Penyandang
Disabilitas dalam
akreditasi fasilitas
kesehatan,

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
| Disabilitas.
[Tersedianya pelatih, Perekrutan pelatih, Tersedianya pelatih,
instruktur, serta | instruktur, dan | instruktur, serta
pembina  seni  dan | pembina  geni  dan | pembina  seni  dan
olahraga untuk | olahraga untuk | olahraga untuk
Penyandang Penyandang Penyandang
Disabilitas, DISABILITAS. Disabilitas.
e e I R VT T S e W o R AR \.r|h4\m|_11_f_41, C
Tersusunnya
Tersedianya pedoman
pedoman  pelayanan
pelayanan  kesehatan | Penyusunan pedoman combitan
a
yang akomodatif bagi | pelayanan kesehatan g
akomodatif bagi
Penyandang Disabilitas | yang akomodatif bagi o
yandang
sesuai Standar | Penyandang
oy Disabilitas sesuai
Pelayanan Minimal | Disabilitas,
Standar  Pelayanan
bidang kesehatan.

Minimal bidang

Kementerian
Kesehatan.

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah

Provinsi dan
Pemerintah
Kabupaten /Kota.

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung

Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
Jawab Utama
kesehatan.
Penyediaan rUAnE
Terlaksananya o | Terlaksananya proses
partisipasi bagi
keterlibatan akreditasi fa
Penyandang
Penyamndang Disabilitas pelayanan kesehatan | Kementerian
Digabilitas dalam ) i
dalam proses VANE melibatkan | Kesehatan,
proses akreditaszi |
akreditasi asilitas Penyand ang
fasilitas pelay anan Kementerian
pelayanan kesehatan, Drisabs
kesehatan, PPN/ Bappenas,

Tersedianys

pelayanan

kesehatan

primer dan  rujukan

bagi

Yang inklusif
Penyandang Disa

yang terakreditasi,

Pembinaan fa

kesehatan tingleat

pertama dan
vang inklusif
Penyandang

Disahilitas.

jukan

bagi

Tersedianya fasilitas
pelayanan kesehatan
dngkat pertama dan

rujukan yang inklusif

bagi Penyandang
Disabilitas yang
terakreditasi.

Kementerian

Kesehatan.

Kementerian Dalam

Negeri.

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021 2022 2023 | 2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Pembinaan Rumah

Sakit wang memi
Sarana, Prasarana,

dan Alat Kesehatan

Tersedianya RS milik
pemerintah daerah
memenuhi Sarana,

Prasarana, dan Alat

inklusil sesuai | Kesehatan inklusil
standar. sesuai standar.

Penyediaan alat | Tersedianya alat
bantu disabilitas | bantu disabilitas

sesuni kebutuhan di
tasilitas pelayanan

kesehatan,

sesual kebutuhan di
tasilitas pelayanan

kesehatan,

K/L Penanggung
Jawab Utama

Memberikan  pelatihan
sensitivitas  dizahbilitas

dan isu kesehatan

Penyandang Disabil

untuk Peninglkatan
kapasitas tenaga
kesehatan dalam

memberikan  layanan
kesehatan rarmah

disabilitas.

Meningkatnya
kapasitas tenaga
kesehatan dalam

memberikan  layanan

ramah disabilitas.

Penguatan kapasitas

b tenaga
kesehatan khusus
layatian rarmah
disahilitas,

Terselenggaranya
program

pengembangan

kapasitas tenaga
kesehatan dalam
layanan ramah
disabilitas.

Kementerian

Kesehatan.

K /L Pendukung

Keranglka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Meningkatkan

pelayanan  kesehatan
selesual dan reprodulesi
Penyandang Disahilitas
pada fasilitas

pelayanan kesehatan,

Target Capaian

Meningkatnya jumlah
fasilitas kesehatan
Yang menyediakan
pelayanan  kesehatan
seksual dan reprodulesi
Penyandang Disabilitas
di fasilitas pelayanan

kesehatan.

Kegiatan

Percepatan

pem bangunarn
fasilitas kesechatan
Yang menyediakan

pelayanan kesehatan

selosual dan
re produlksi bagi
Penyandang
Disabilitas,

Indikator Capaian

Tersedianya [asilitas

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

kesehatan YANE

Kementerian  Sosial,
menyed iakan Hementerian

Kementerian
pelayanan kesehatan | Kesehatan,

PPN/ Bappenas,
selsual dan | Kementerian

Kementerian Dalam
reprod ulosi bagl | Sosial. )

Negeri,
remaja  Penyamndang
Dizabilitas.
Tersedianya fasilitas
kesehatan VERE

Kementerian Sosial,
menyed iakan

Kementerian
pelayanan  kesehatan | Kementerian

PFN/Bappenas,
reproduksi bagl calon | Kesehatan,

Kementerian Dalam
pengantin

Neger,
Penyandang
Dizabilitas.
Tersedianya fasilitas Kementerian  Sosial,

Kementerian
kesehatan hgiint Kementerian
Kesehatan,

menyelenggaralkan FFN/Bappenas,

Kerangka Wakiu Pelaksanaan
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Kegiatan

dikatar Capaian

pelayanan kesehatan
bagi penduduk lanjut
usia Penyandang
Disabilitas.

Meningkatkan layanan
deteksi dini bagi ibu,
anak, dan arang
dewasa terhad ap
potensi disabilitas
|seperti kondisi
kehamilan, bw vision,
kusta, dan sebagainya).

Meningkatnya jumlah
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
menyediakan layanan
deteksi dini bagi ibu,
anak, dan  orang
dewasa yang
berpotensi disabilitas.

Percepatan
pembangunan
layanan layanan SHK
[Skrining  Hipotiroid
Kongenital]  potensi
disabilitas di layanan
kesehatan

Tersedianya fasilitas
pelayanan  kesehatan
yang  menyediakan
layanan SHK
(Skrining  Hipotiroid
Kongenital] bagi ibu,
anak, dan orang
dewasa yang
berpotensi disabilitas.

[ Terlaksananya

fasilitas pelayanan
kesehatan yang
melaksanakan

Stimulasi, Deteksi,
Intervensi Dini

Kementerian
Kesehatan.

Kementerian

PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam

Negeri.

www.peraturan.go.id
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K/L Penanggung Kerangka Wakiu Pelaksanaan
Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian K /L Pendukung
e 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tumbuh Kembang
[SDIDTK] pada Balita,
Terselenggaranya
Terlaksananya
sosinlisasi,
Meningkatkan sosialisasi, kampanye, Kementerian
Sosialisasi hak | kampanye, serta
pemahaman  terhadap | serta pendidikan  dan Keschatan, Kementerian
kesehatan seksual | pendidikan dan
hak kesehatan seksual | pelatthan tentang hak Badan Koordinasi | PFN/Bappenas,
dan reproduksi bagi | pelatihan tentang hak
dan reproduksi  bagi | kesehatan selksual dan Keluarga Kementerian Dalam
Penyandang kesehatan seksual
Penvarndang teprodiilsi (EHTE Berencaiia MNeget,
Disabilitas, dan reproduksi bagi
Dizabilitas, Penyandang Masional.
Penyand ang
Dizabilitas,
Disabilitas,

Memperluas
lkepesertann
Penyandang Disabilitas

sebagai Penerima
Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan

Meningkatnya jumlah
Penyandang Disabilitas

miskin dan rentan

Yang menerima
Penerima Bantuan
luran Jaminan

Perluas an cakupan
Penyandang
Disabilitas yang

miskin dan rentan
dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial.

Seluruh  Penyandang
Disabilitas yang
miskin dan rentan
tercantum dalam
Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial.

Kementerian

Sosial.

Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan

M anusia dan
Kebudayaan,

Kementerian

www.peraturan.go.id
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Strategi Implementasi

Nasional.

Target Capaian

Kesehatan Nasional,

K/L Penanggung

Kegiatan Indikator Capaian bR

Perluasan  cakupan | Seluruh Penyandang

Penyandang Disabilitas yang

Disabilitas yang | miskin dan rentan

miskin dan rentan | tercantum dalam

Penerima Bantan | Penerima Bantuan

Iuran Jaminan | luran Jaminan | Kementerian
Keschatan Nasional, Kesehatan Nasional. Kesehatan,

Memastikan  cakupan
manfaat dari
kepesertaan  Jaminan
Kesehatan Naslonal
dapat mengakomodir
kebutuban

Penyandang

Disabilitas.

Meningkatnya
pemahaman
penyandang disabilitas
akan manfaat
kepesertaan Badan
Pelaksana Jaminan

Sosial.

Soslalisasi manfaat
kepesertaan  Badan
Pelaksana Jaminan
Sosial Kesehatan bagi
Penyandang

Disabilitas,

Terselenggaranya
sosialisasi kepada
penyandang
disabilitas akan
manfaat kepesertaan
Badan Pelaksana

Jaminan Sosial.

Badan Pelaksana
Jaminan Sosial

Kesehatan.

K /L Pendukung

PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, pemerintah
provinsi dan
pemerintah

kabupaten [kota.

Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negerl, pemerintah
provinsi dan
pemerintah

kabupaten /kota.

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2022

2023

2024
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Strategi Implementasi

Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian
Tersusunnya
kebijakan terkait
perluasan  manfaat
bagi Penyandang

Pengembanga) Disabilitas  dalam
Meningkatkan jumlah | kebijakan perluasan kepesertaan  Badan
manfaat yang diberikan | manfaat bagi Pelaisiane: Jatilziai
kepada Penyandang | Penyandang SalaT
Disabilitas dalam | Disabilitas yang
kepesertaan Badan | menjadi peserta VecasmtongY
Pelaksana Jaminan | Badan Pelaksana kebijakan !
Sosial Kesehatan. Jaminan gouil | PRTAD TRt

Kesehatan prssaret i

bantu yang sesual
kebutuhan termasuk
perawatan dan

pemeliharaan,

K/L Penanggung
Jawab Utama

K /L Pendukung

Kerangka Waktu Pelaksanaan

2021

2024
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Strategi Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikatar Capaian ! i ,._ s K /L Pendukung
. 3 ~Jawab Utama
Terselenggaran
Meningkatnya jumlah o
Mendorong penyusunan pedoman Kemenko PMK,
kementerian/ lembaga, | Penyusunan pedoman
kementerian/ lembaga, penyelenggaraan Kementerian
pemerintah daerah, | penyelenggaraan
pemerintah dacrah, GERMAS ke PPN/Bappenas,

dan  swasta untuk
melibatkan
Penyandang Disabilitas
dalam kegiatan
GERMAS.

dan swasta yang
menyelenggarakan
program GERMAS
melibatkan
Penyandang

Disabilitas,

program GERMAS ke
kementerian/lembaga
, pemerintah daerah,
dan swasta secara

rutin.

kementerian /lembaga
, pemerintah daerah,
dan swasta dengan
melibatkan
Penyandang
Disabilitas,

Kementerian Dalam
Negeri, pemerintah
provinsi dan
pemerintah
kabupaten /kota.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

, Kerangka Waktu Pelaksanaan
2021 | 2022 | 2023 | 2024
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LAMPIRAN II

FERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/

KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN
FERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
FPENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
FENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

A. Latar Belakang

Pengaturan awal yang dibentuk mengenai Penyandang
Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Penyandang Cacat, belum berperspektif hak asasi manusia karena
masih berlandaskan belas kasih (charity based), sehingga
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih terbatas pada
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Namun seiring dengan diratifikasinya
Convention on the Rights of Persons with Disahilities ([CRPD| melalui
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikati oleh
pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan persepsi dari belas
kasih (charity based) menjadi pemenuhan hak (human right based)

www.peraturan.go.id
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terhadap Penyandang Disabilitas. Pengaturan ini memandang
Penyandang Disabilitas sebagai warga yang memiliki kesempatan
yang sama dengan warga negara lainnya dalam setiap aspek
kehidupan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan
pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan
teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi
dilalkukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh
kementerian dan lembaga, bahkan juga oleh pemerintah daerah.
Oleh karenanya, perlu terdapat suatu sistem perencanaan,
penyelenggaraan, dan ewvaluasi pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang
Penyandang Disabilitas, mengamanatkan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Penyandang
Disabilitas.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Penyandang
Disabilitas (RAN PD) yang mengacu kepada Rencana Induk
Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tercantum sebagai lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
([RPJMN) tahun 2020-2024. Sementara itu, di tingkat daerah disusun
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas [RAD-PD) yang juga
tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang sama.

Dasar Hukum RAD-PD

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang

www.peraturan.go.id
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Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Prosedur Teknis Penyusunan RAD-PD

Penyusunan RAD-PD diperlukan pada awal identifikasi
program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan
Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan oleh pemerintah
daerah. Oleh karena itu perlu disusun prosedur teknis sehingga
memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis
terdiri dari 7 (tujuh) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah
bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah
teknis dimaksud yaitu sebagai berikut:

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4 :

Langkah 5

: Menetapkan Tim Koordinasi RAD-PD atau menugaskan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAD-
PD

: Melakukan sidang pleno menetapkan waktu dan tata

cara penyusunan RAD-PD

: Melaksanakan penyusunan RAD-PD, antara lain,

a. mengidentifikasi strategi implementasi, target
capaian, dan indikator selama periode RAD-PD;

b. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD-PD yang
dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang
bersinggungan dengan kepentingan Penyandang
Disabilitas;

c. menetapkan mekanisme perencanaan dan
penganggaran beserta instrumennya; dan

d. menetapkan mekanisme evaluasi;

Finalisasi draf RAD-PD berdasarkan masukan dari

pemangku kebijakan serta Forum Tematik Disabilitas

untuk kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi

Penyelenggaraan RAN PD guna dilakukan reviu;

: Review rancangan RAD-PD Provinsi oleh Tim Koordinasi
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Langkah & : Penyempurnaan rancangan RAD-PD berdasarkan hasil
reviu Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD; dan
Langkah 7 : Pengesahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan

RAD-PD oleh Gubernur.

Sistematika Pokok Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Penyandang Disabilitas

Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Rencana Aksi Daerah

Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi ditetapkan melalii
Peraturan Gubernur. Berikut merupakan beberapa substansi pokok

yang sekurang-kurangnya tercantum dalam peraturan tersebut:

Ketentuan Umum
Dalam substansi ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan

umum yang tercantum dalam peraturan.

Penyelenggaraan RAD-PD Provinsi

Dalam substansi ini diatur mengenai kedudukan RAD-PD,
penentuan penyelenggara RAD-PD Provinsi, serta tugas dan
fungsi dari penyelenggara.

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat
Daerah

Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme
perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas yang
muatannya juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri ini,
dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk
pemerintah kabupaten [kota.

.Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD-PD Provinsi

Dalam substansi ini diatur mengenai prosedur dan mekanisme
evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PD Provinsi yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi, termasuk
pemerintah kabupaten [kota.
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V. Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas
Dalam substansi ini diatur mengenai mekanisme pelibatan
Penyandang Disabilitaz dalam proses Perencanaan dan
pembangunan di tingkat Provinsi.

VL. Lampiran RAD-PD Provinsi
Dalam lampiran ini dicantumkan RAD-PD Provinsi yang
berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif
dizabilitas, serta kondisi hambatan dan kebutuhan di
Provinsi terkait.

VII. Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Pernyataan Anggaran
Disabilitas di tingkat Provinsi yang juga telah tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

VII. Lampiran Form Evaluasi Daerah
Dalam lampiran ini dicantumkan Form Evaluasi di tingkat
Frovinsi yang juga telah tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id



2021, No. 704

-111-

E. Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi

Strategi Implementasi

Sasaran Strategis 1. Pendata

3. Menyelenggarakan
pendataan  Penyandang
Disabilitas di  seluruh
sektor di tingkat pusat dan
daerah,

1.

Target Capaian

Tersedianya profil
tahunan Penyandang
Disabilitas berdasarkan
Pedoman
Penyelenggaraan Sistem
Data Terpilah Disabilitas
bagi setiap sektor di
tingkat pusat dan
daerah,

Tersedianya data pilah
nasional tahunan
Penyandang Disabilitas,

Kegiatan

an dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas,
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor

Indikator Capaian

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

nS__noB_wSu_mooa

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

4, Melakukan pemantauan
dan Ewaluasi pendataan
Peryanidang Disabilitas,

Tersedianya laporan tabunan
hasil pemantauan dan
evaluasi yang mencakup
ketersediaan data terpilah
Penyandang Drisabilitas,
meliputi  kesesuaian  data
dengan penyelenggaraan

sistem data terpilah
disabilitas set1a
PENEEUNAANNYA dalam
Perencanaan dan

penyusunan program dan
kegiatan oleh
kementerian/lembaga darn
peranghkat daerah.

Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses

1. Menyusun mekanisme
Forum Tematilk Disabilitas
dalam proses Perencanaan

dan penganggaran.

Terlaks ananya Forum
Tematik Disabilitas  dalam

proges  Perencanaan dan

PR gan gEATan,

Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
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Kerangka Waktu

Perangkat Dacrah

Strateg [mplementasi Target Capaian Kegiatan [ndikator Capaian Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024
2. Mengoptimalkan | Tersediamya Peraturan
pembinasn oleh | Daecrah /kebijakan YANE
pemerintak kepada | mendukung pemenuban hak

pemerintah daerah tentang
inklusifitas Penyandang

rzabilitas dalam
Perencanaan dan
PENEANEEATATL.

3. Mengintegrasikan isu

dizabilitas dalam
[PE IV LIS LILAT Rencana
Pembangunan Janglka
Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Masional,

Rencana Pembangunarn
Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pem bangunan
Jangka Menengah Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah,
Rencana Kerja Pemerintah

Penyandang Dizabilitas
sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang
Dizabilitas.

Terlaks ananya program dan
kegiatan Pembangunarn
Inklusif Disabilitas di seluruh
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah.
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

Daerah, Rencana Strategis,
dan Renja-K/L dan

pemerintah daerah,

Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan

bagi Penyandang Disabilitas

Kebljakan [ Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas

1. Memasukkan materi
tentang peimabiaiar
terhadap isu disabilitas

[sensitivitas disabilitas)

Terselengearanya pelatihan
senigitivitas  disabilitas  bag
seluruh Aparatur Sipil Negara

kementerian/lembaga dan
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Strategl [mplementasi

dalam program pendidilan
dan pelatihan  Aparatur
Sipil Negara
kementerian (lembaga damn
pemerintah daerah.

2. Mengembanghkan
standar operasional
penyediaan fasilitas  dan
layanan publilk YANE
mud ah diakses bagi
Penyandang Disabilitas.

3. Memastikan indikator

Standar Pelayanan
Minimal sesuai  dengan
prinsip nondiskriminasi
dan akomodasi yang layak
bagi Penyandang
Disabilitas.

Target Capaian

pemerintah daerah,

Tersedianya  fasilitas dan
layanan publik yang mudah
diakses oleh Penyandang
Dizabilitas,

Terselenggaranya layanan
kebutuhan dasar yang
mudah diakses dan
nondiskriminatt terhadap
Penyandang Disabilitas,

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

2.

Tersedianya standar dan
pedaman  bagl pelayanan
penanganan kebencanaan

gl Penyarmdang
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Kerangka Waktu

Perangkat Daerah

Strateg [mplementasi Target Capaian Kegiatan [ndikator Capaian Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024
Disabilitas sesuai dengan
ketentuan Standar
Pelayanan Mirdmal,
1. Terselenggaranya

3. Melak sanakan
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  penyediaan
layanan publilk YADE
mud ah diakses aleh
Penyandang Disabilitas.

2.

pemantauan dan evaluasi
terhadap kualitas
pelayanan  publik  yang
mudah diakses bagi
Penyandang Disabilitas.

Terselenggaranya audit
terhadap bangunan dan
faszilitas publik yang
mudah diakses bag
Penyandang Disabilitas,

Kebijakan [I: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Dizabilitas
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2022 | 2023

2024

. Meningkatkan

dukungan penyediann
permukiman yang
layak, terjangkau, dan
yang mudah diakses
oleh Penyandang
Disabilitas, termasuk
akses terhadap energi
dan listrik pada
perumahan bagi
Penyamndang

Disalilitas,

. Tersedianya permukiman

yvang mudah diakses aleh
Penvandang Disabilitas,
Akses  meliputi  jalan,
ruang publilk [ruang
terbuka hijau dan tempat
ibadah], serta SATANA
prasarana dan
infrastultur  dasar  (air,
sanitasi, serta energi dan

listril],

2, Tersedianya fsilitas
pemblayaan  perumahan
bagi Penyandang
Dizabilitas dengan
memanfaatikan pProgramm
perumatian YAng
memberikan priaritas

dan fatau kemudahan
bagi Penyandang
Dizabilitas,
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Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang
1.

Strategl [mplementasi

Mendorong Pemerintah
Dacrah untuk
menetapkan Peraturan
Daerah mengenai
bangunan gedung yang
menerapkan stard ar
bangunan yang mudah
diakses oleh
Penyandang
Disabilitas.

Menyediakan
prasarana, sarana, dan
layanan  transportasi
beserta
kelengkapannya yang
mudah diakses dan

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Herangka Walktu
Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

3. Tercapainya peningkatan
jumlah Penyvandang
Digabilitas yvang tingeal di
permukiman yang layak.

Tersedianya Peraturan
Dacrah mengenai bangunan
gedung yang menerapkan
standar bangunan yang
mudah diakses aleh
Penyandang Disabilitas
sesuai Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralopat.

1. Tersedianya kebijakan dam
stand ar operasional
layanar transportasi
publik, baik darat, laut,
T LT udara Vang
mudah diakses dan ramah

Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas

www.peraturan.go.id



2021, No. 704

-119-

Strategl [mplementasi

ramah disabilitas,

Target Capaian

dizabilitas,

. Tersedianya prasarana,
SArana, dan lay ariar
transportasi beserta
kele g leapariya Vg

diselenggarakan

pemerintah, pemerintah
daerah, dan swasta yang
mudah diakses dan ramah

dizabilitas,

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2022 | 2023

2024

2. Menyelenggarakan
pelatihan tentang
standar pelayanan

yang responsif dan
sensibf terhadap
kebutuhan

Penyvandang Disabilitas

bagi petugas layanan

. Tersedianya modul dan

kurikulum pelatihan bagi
petugas layanan
transportasi publik, baik
darat, laut, maupun udara
vang responsif dan sensitif
terhadap kebutuhan
Penyandang Disabilitas.
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Kerangka Waktu Perangkat Daerah
Strategl Implementasi Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024
transportasi publik, [2. Terselenggaranya
baik darat, laut, pelatihan  layanan yang
maupun udara, responsif  dan  sensitif
terhadap kebutuhan
Penyandang Disabilitas
bagi  petugas layanan
transportasi publik, baik
darat, laut, maupun
udara,
Kebijakan [V: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas

1. Menyusun kebijakan

dan stand ar
operasional layanan
komunikasi dan

informasi publik yang
mudah diakses, andal,
dan responsif terhadap
kebutuhan
Penyandang
Disabilitas,

¥

Tersedianya kebijakan dan
standar operasional
layanan komunikasi dan
informasi publik melalui
website  yang mudah
diakses, andal, dan
responsif terhadap
kebutuhan  Penyandang
Disabilitas,

Tersedianya layanan
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

komunikasi dan informasi
publik YANE mudah
diakses, aridal, dan

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2022

2023

2024

2, Meninglkatlkan
kapasitas Penyandang
Disabilitas dalam
mengakses  informasi
publik melalui

pemanfaatan teknolog,

responsif terhadap
kebutuhan Penyamndang
Disabilitas,

1. Tersedianya kurikulum

pelatihan sistem teknologi
dan informasi publik bagi
Penyandang Disabilitas,

2

Tersedianya pelatibian
sistem te kknalogi dan
informasi publik bag
Penyandang Disabilitas,

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses poliik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebljakan [: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagl Penyandang Disabilitas untuk Berpartizipasi dalam Femilu tanpa Diskriminazi
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

. Memastikan

inklusifitas bagi
Penyvandang Disabilitas
dalam setiap tahapan
penyelenggaraan
pemilihan umum tanpa
diskriminasi.

1.

2.

3.

Tersedianya akses bagl
Penyandang Disabilitas
vang memiliki hak  pilib
untuk dapat menggunakan
hak pilihnya dalam setap
tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum  tanpa
disk riminasi.

Tersedianya akses bag
Penyandang Dizabilitas
untulk berpartisipasi
sebagai penyelenggara
pemilihan umam.
Tersedianya Tempat
Pemungutan Suara yang
dapat diakses aleh
Penyandang Disabilitas,
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Strategl [mplementasi

2. Meningkatlkan
keterwakilan Penyandang
Disabilitas dalam politk.

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2022 | 2023

2024

4, Tersedianya kebijakan
yang mengatur  tentang
partisipasi Penyamndang
Disabilitas dalam
pemiliban umum (sebagai
pemilih dan penyelenggara
pemiliban umum.

Tercapainya peningkatan

jumlah Penyandang

Disabilitas yang duduk dalam

lembaga legislatif,

Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomd inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan . Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Seltor

1. Menyusun modul | Tersusunnya modul pelatihan

pelatiban sensitivitas

sengitivitas  disabilitas  yang

disabilitas yang digunakan | digunakan sebagali standar
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Strategl [mplementasi

sebagai standar pemberian
edukasi oleh
kementerian /lembaga,

pemerintah daerah, Badamn
Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Deerah, dan

swasta di seluruh sektor,

Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk men

Target Capaian

pemberian edukasi  oleh
kementerian/lembaga,

pemerintah  daerah, BUMN,
BUMD dan swasta di seluruh

selctor,

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

1. Menyusun panduan
dan stamdar
operasional
ketenagakerjaan
disabilitas bagi sektor
publik dan swasta.

2. Memastikan
penyediaan akomodasi
yvang layak bagi pekerja
Penyandang Disabilitas

Tersedianya panduan dan
standar operasional
ketenagakerjaan disabilitas di
geltor publik dan swasta,
mencakup antara lain proses
pPEmagangan, perekrutan,
penempatan, pelatihan, dan
pengembangan karir.
Tersedianya standar
penyediaan akomodasi yang
layak bangi pekerja
Penyandang Disabilitas,
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

. Meningkatkan jumlah

kementerian /lembaga,
pemerintah daerah,
Badan Usaha Milik
MNegara, Badan Usaha
Milik  Daerah, dan
perusahaan swasta
YAang melaksanakan
panduan dan standar
operasional
ketenagakerjaan

disabilitas,

. Tersedianya Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha
Milike Daerah, dan
perusahaan swasta yang
mengimplementasikan
panduan  ketenagake rjaan
bagi Penyandang
Disabilitas.

. Tercapainya peningkatan

jumlah
kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, Badan
Uzaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Dacrah

Yang mem pekerjakan
paling sedikit 2%  [|dua
PErser| Penyvandang

Digabilitas  dari jumlah
pegawai atau pekerja.
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Strategl [mplementasi

7. Mendorong partisipasi
perusahaan untuk
mendukung  Penyandang

Disahbilitas.

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

. Tercapainya peningkatan

jumlah perusahaan swasta
Yang merm pelierjalkan
paling =sedikit 1% [satu
per sen| Penyamndang
Dizsabilitas  dari  jumlah
pegawai atau pekerja.

. Terlaksananya sosializasi

dan advokasi bagi BUMN,
BUMD, dan perusahaan
swasta terkait penggunaan
dana Tanggung Jawab
Sogial  Lingkungan/TJISL
[Corporate Sosial
Responsibility/CSR]  bagi
Penyandang Disabilitas.
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Strategl [mplementasi

B. Me lak sanaloan
pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pedoman  dan  standar
aperasional

ketenagakerjaan disabilitas.

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

2. Tercapainya peningkatan

jumlah Badan Usaha Milik
MNegara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan perusahaan
swasta YANE
e Lol saraan dana
Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan/ TJSL
[Corpordte Sosial
Responsibiity/CSR] untuk
mendukung Penyamdang
Disabilitas.
Tersedianya laporan talunan
YATIE mencalkup jumlah
kementerian/lembaga, Badan
Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan
peruzshaan  swasta  yang
dipantau terkait kesesuaian
pelaksanasn pedoman dan

standar operasional
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Strategl Implementasi

Target Capaian

ketenagakerjaan disabilitas,

Kegiatan

Indikator Capaian

Kerangka Waktu Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan [. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas

1. Mengadakan
pelatihan/ pendidikan
bagi tenaga pendidik,
calon tenaga pendidik,
dan tenaga
kependidikan tentang
layanan pendidikan
inklusif dari tingkat
Pendidikan Anak Usia
Dini, dasar, menengah,
dan pendidikan tinggi
Penyandang
Disabilitas,

Tercapainya peningkatan
jumlah tenaga pendidik,
calon tenaga pendidik, dan
tenaga kependidikan yang
memiliki kompetensi dalam
memenuhl kebutuhan
Penyandang Disabilitas di
lingkungan sekolah,
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

2. Menyediakan fasilitas

dan layanan belajar

mengajar yang mudah [

diakses dan
penyediaan akomodasi
yvang layak di seluruh
tingkatan  pendidikan
bagi Penyandang
Dizabilitas,

. Tercapainya peningkatan

jumlah daerah YANE
memililki Peraturan Daerah
yang mengatur tentang
pendidikan  inklusit bagi
Penyandang Disabilitas

. Tersedianya standar atas

lembaga pendidikan yang
inklusif bagi Penyandang
Disabilitas  [ketersediaan
SATANA prasarana, tenaga
pendidik,  dan te g
prafesional) sesual dengan
ketentuan me ngenai
Standar Pelayanan

Minimal.
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

3. Tercapainya peningkatan

jumlah lembaga
periciciloan Vang
menyediakan fasilitas

belajar mengajar  yang
mudah diakses
Penyandang Disabilitas
sesuai dengan ketentuan
e Fg el Standar
Pelayanan Minimal.

. Tercapainya peningkatan

jumlah selcalah YAng
melak sanakan perdidilan
dan  pelatihan  tentang
kesadaran terhadap
Penyandang Disabilitas
bagi tenaga  pendidik,
tenaga kependidikan, dan
peserta didile.

Kebijakan [1. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagl Penyandang Disabilitas dan non disabilitas
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Strategl [mplementasi

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2022 | 2023

2024

. Memasukkan Kriteria

nondiskriminasi  dan
inklusifitas dalam
daokumen supervisi
yvang berkala dilakulkan
ke sekolah/madrasah,
perguruan  tinggl, dan
satuan pendidikan

keagaimaan formal,

Tersedianya ped oman
supervisl yang imemasukkan
variabel nondiskriminasi dan
inklusifitas bagi Penyandang
Dizabilitas dalam mengakses
pendidikan.

. Melaksanakan

supervisi berdasarkan
pedoman variabel
nondiskriminasi dan
inklusifitas bagi
Penyandang Disabilitas
dalam mengakses
pemdidikan,

Tercapainya peningkatan
jumlah selcolah yang
menerima peserta didik

Penyandang Disabilitas,

. Memberi keringanan

batas usia bagi
Penyamndang Disabilitas
agar dapat mengikuti

1. Tercapainya peningkatan

jumlah  anak disabilitas
vang masuk ke sekolah
reguler,
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Strategl Implementasi

pelajaran sesuai
kemampuannya,
bukan sesual usianya.

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Kerangka Waktu Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024

2.

Tercapainya peningkatan
jumlah siswa disabilitas
yang menamatkan
program wajib belajar 12
[dua belas) tahun.
Tercapainya  penurunan
tingkat putus sekolah bagi
peserta didik Penyandang
Disabilitas di perguruan
tinggl.

Kebijakan [, Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terbadap kebutuhban

Penyandang Disabilitas

1. Mengembangkan
program deteksi dan
intervensi dini dalam
program  Pendidikan
Dasar Usia Dini
Holistik-Integratif.

Terlaksananya program

deteksi dan intervensi dini
dalam program Pendidikan
Dasar Usia Dini Holistik-
Integratif, khususnya untuk

potensi disabilitas intelektual.
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Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Kerangka Waktu Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024

. Membentuk unit yang

berfungsi sebagai
pusat layanan
disabilitas bagi
pendidikan anak usia
dini, dasar, menengah,
dan pendidikan tinggi
dengan  memberikan
bantuan profesional
bagi lembaga
penyelenggara
pendidikan,

. Mendorong

peningkatan
penyelenggaraan
perdidikan  dan/atau
pelatihan  vokasi bagi
Penyandang

Tercapainya peningkatan
jumlah lembaga pendidikan
yang inklusif bagi
Penyandang Disabilitas dan
memiliki unit yang berfungsi
sebagai pusat layanan
disabilitas.

1. Tercapainya peningkatan

jumlah lembaga kursus
yang menyelenggarakan
pendidikan dan /atau
pelatihan vokasi bagi
Penyandang Disabilitas.
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Strategi Implementasi

Disabilitas,

Kerangka Waktu Peranghkat Daerah
Target Capaian Kegiatan Indikator Capaian Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024
2. Tercapainya peningkatan

jumlah Penyandang
Disabilitas yang
mendapatkan pelatihan
vokasi sesuai dengan
minat dan bakatnya,

Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagl Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.

Mendorong peningkatan
partisipasi Penyandang
Disabilitas dalam berbagai
kompetisi bidang seni dan
olahraga di tingkat daerah,
nasional, dan
internasional,

1.

Tercapainya penguatan
pemabaman dan kapasitas
kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah dalam
mengembangkan  potensi
Penyandang Disabilitas di
bidang seni dan olahraga.

Tercapainya peningkatan
jumlah program
pengembangan potensi
Penyandang Disabilitas di
bidang seni dan olahraga.

Tercapainya peningkatan
jumlah Penyandang
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Strategi Implementasi

Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan keschatan bagi Penyandang Disabilitas

Target Capaian
Disabilitas dalam
mengikuti kompetisi

bidang seni dan olahraga.

Kegiatan

Indikator Capaian

Kerangka Waktu Peranghkat Daerah
Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024

Tercapainya peningkatan
jumlah fasilitasi kompetisi
bidang seni dan olahraga
bagi Penyandang
Disabilitas,

Tersedianya pelatib,
instruktur, serta pembina
seni dan olahraga untuk
Penyandang Disabilitas,

Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas

1. Memasukkan indikator
pelayanan Penyandang
Disabilitas dalam
akreditasi fasilitas
kesehatan,

Tersedianya pedoman
pelayanan kesechatan yang
akomodatif bagi
Penyandang Disabilitas
sesuai Standar Pelayanan
Minimal bidang kesehatan,
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Strategl [mplementasi

. Memberikan

sensitivitas

dan isu

pelatihan
dizabilitas

kesehatan

Penyamndang Disabilitas
umtulk Peningkatan

kapasitas
kesehatan
memberikan
kesehatan

disabilitas,

tenaga
dalam
layanan

ramah

Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

2

3.

Terlak sananya keterlibatan
Penyandang Disabilitas

dalam proses akreditasi

fasilitas pelayanan
kesehatan.

Tersedianya fasilitas
pelayanan kesehatan

primer dan rujukan yang
inklusif bagi Penyandang
Disabilitas yang

terakreditasi.

Meningkatmya kapasitas

tenaga  kesehatan  dalam

memberikan layanan ramah

disahilitas.
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Target Capaian

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021 _ 2022 _ 2023 _ 2024

. Meninghkatlan

pelayanan  kesehatan
seksual dan reproduksi
Penyamndang Disabilitas
pada fasilitas

pelayanan kesehatan

Mening katya Jumlah
fasilitas  kesechatan  yang
menyediakan pelayanan
kesehatan selksual dan
reprodulkesi Penyandang
Dizabilitas di fasilitas

pelayanan kesehatan.

Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagl Penyandang Disabi

litas yang efektif dan kompr

ehensif,

2. Meningkatkan layanan

deteksi dini bagi ibu,
analk, dan Orang

Meningkatnya jumlah
fasilitas pelayanan kesehatan

pemabaman  terhadap

dewasa terhadap

yang menyediakan layanan
potensi disabilitas

deteksi dini bagi ibu, anak,
[sepert kol isi

dan aorang dewasa yang
kehamilan, low wvision,

berpotensi disabilitas,
lusta, dan
sebagainyal.

. Meningkatkan Terlaks ananya sosialisasi,

kampanye, serta persdidikan
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Strategl [mplementasi

hak kesehatan seksual
dan  reproduksi  bagi
Penvarlang
Disabilitas,

Target Capaian

dan pelatiban  tentang hak
kesehatan seksual dan

reproduksi bagl Penyandang
Disabilitas,

Kegiatan

[ndikator Capaian

Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyand ang Disabilitas

1.

Memperluas
kepesertaan
Penyandang Disabilitas

sebagai Penerima
Bantuan Turan
Jaminan Kesehatan
MNasional,

Metuitig katiiya juitilah

Penyandang

Disabilitas

miskin dan rentan yang

menerima Penerima Bantuan

luran Jaminan Kesehatan

Masional.

Kerangka Waktu

Pelaksanaan

Perangkat Dacrah
Penanggung Jawab

2021

2022 | 2023

2024

Memastikan cakupan

mantaat dari
kepeszertaan  Jaminan
Kesehatan Nasional

dapat  mengakomodic
kebutuhan
Penvarlang
Disabilitas,

Meningkatnya pemahaman
Penyandang Disabilitas
akan manfaat kepesertaan

BPJS.

L

Meningkatkan jumlah
manfaat yang diberikan

kepad a Penvardang
Disahbilitas dalam
kepesertaan BPJS
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Kebijakan [V, Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat

Mendorong

kementerian /lembaga,
pemerintah  daerah, dan
swasta untuk melibatkan
Penyandang Digabilitas
dalam kegiatan GERMAS.

Target Capaian

Kesehatan,

Meningkatnya jumlah

kementerian/lembaga,
Pemerintah daerah,

swasta

dan
yang

menyelenggarakan  program
GERMAS melibatkan

Penyandang Disabilitas.

Kegiatan

Hidup Sehat (GEREMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas

[ndikator Capaian

Herangka Walktu Perangkat Dacrah
Pelaksanaan Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024
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Keterangan:

a. Tabel Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi, dan Target Capaian merupakan ketentuan dalam Rencana
Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tidak dapat diubah.

b. Tabel Kegiatan, Indikator Capaian, Kerangka Waktu Pelaksanaan, dan SKPD Penanggungjawab diisi sesuai dengan
program dan kegiatan terkait kepentingan Penyandang Disabilitas yang telah ada maupun yang akan dibentuk.

c. Keterangan Kerangka Waktu Pelaksanaan disesuaikan dengan tahun dibentuknya Peraturan Gubernur tentang RAD
PD Provinsi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/

KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan
tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk
periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
untuk periode satu tahun. RPJPN ditetapkan melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN dan RKP ditetapkan
melalui Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan.
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Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi
antarpelalu  pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, ruang, waktu, fungsi baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; 3) menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; 4] mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 35)
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Perencanaan dan penganggaran merupakan salah
satu tahapan penting dan kompleks dalam aktivitas penyusunan
program pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan
berikut ini:

a. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari
serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga
apabila perencanaan vyang dibuat tidak baik, misalnya
program  kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita
tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang
baik/tepat sasaran.

b. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku
kepentingan  pembangunan  (stakeholders) baik masyarakat
(Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah itu sendiri dan
pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat] yang dilakukan
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan
{musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat
provinsi dan pusat wuntuk menyerasikan antara perencanaan
pemerintah  kabupaten/kota/provinsi dan pemerintah pusat
[perencanaan nasional).

c. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (25
tahun) yang dizebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD); jangka menengah (3 tahun) yang disebut Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD|; dan jangka
pendek (satu tahun) yang disebut Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).

d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hams
dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (DPRD|] dan setelah disetujui bersama kemudian

harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Proses perencanaan pembangunan daerah melibatkan masyarakat
untuk berpartisipasi aktif. Hal tersebut dilakukan melalui tahap
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (21)
dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang diatur
pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan dan diikuti oleh unsur-
unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang diselenggarakan pada setiap tingkatan pemerintahan
mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan
nasional. Istilah Musrenbang yang mengandung kata “musyawarah”
menunjukan bahwa terdapat proses partisipatif dalam pelaksanaannya.
Sehingga Musrenbang merupakan sebuah forum “urun rembug” yang
diselenggarakan di berbagai tingkatan pemerintahan puna membahas
suatu persoalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan
pemerintah. Proses Musrenbang diharapkan berlangsung secara dialogis
sehingga akan berakhir dengan pengambilan kesepakatan atan
pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian inti dari Musrebang
adalah pengambilan keputusan bersama dengan melibatkan peran altif
anggota masyarakat.

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama
seperti warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas merupakan
instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang
Disabilitas, wyang diakibatkan hambatan internal (fizsik, mental,
intelektual, dan sensorik) dan eksternal (lingkungan fisik dan sosial).

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang
Disabilitas merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program
dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan,
aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyusunannya diawali
dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan
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perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari sistem yang ada.

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang
Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah
ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk
Penyandang Disabilitas yang terpizsah dari bukan disabilitas tetapi
bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini
dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi
ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengintegrasikan
kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem perencanaan dan
penganggaran.

Prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
Penyandang Disabilitas dapat diartikan sebagai berikut:

1) Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau
kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-
isu atau permasalahan Penyandang Disabilitas.

2] Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan
Penyandang Disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan
penganggaran.

3) Keterlibatan dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas baik secara
langsung maupun tidak langsung/diwakili oleh Organisasi
Penyandang Disabilitas.

4] Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembanpunan yang
memberikan manfaat kepada Penyandang Disabilitas.

5) Mengalokasikan anggaran yang memberikan manfaat kepada
Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan Perencanaan dan penganggaran yang berpihak
pada Penyandang Disabilitas, terdapat 2 ([dua) instrumen yang menjadi
pilar utama dalam proses tersebut, yakni Analisis Inklusif Disabilitas
Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analizsis Inklusif
Disabilitas Berbasis Data dapat diartikan sebagai analisis yang
dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas
berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi dizabilitas, dan potensi
yang dimiliki. Selain itu analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan
aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas.
Analisis Penyandang Disabilitas dilakukan terhadap kebijakan, program
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dan kegiatan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang
Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan
akses, kontrol, dan manfaat.

Sementara itu, Pernyataan Anggaran Disabilitas dapat diartikan
sebagai sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan
Penyandang Disabilitas dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk
menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap
kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diketahui
apakah dalam penyusunan anggaran program tersebut telah
mengintegrasikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas ke dalam
sistern anggaran atau belum. Jika program yang disusun sudah
mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilititas maka anggaran
program tersebut telah mendasarkan pada Analisis Inklusi Disabilitas.
Pernyataan Anggaran Disabilitas berisi permnyataan bahwa sebuah
program dan kegiatan telah berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
FPernyataan Anggaran Disabilitas memberikan informasi bahwa suatu
kegiatan telah berpihak terhadap isu disabilitas, dan suatu biaya telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan

kesenjangan disabilitas.

. Tujuan
Proses Perencanaan dan penganggaran vyang berpihak pada

Penyandang Disabilitas, sekurang-kurangnya ditujukan untuk:

1) mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;

2] mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam
dizahilitas;

3] meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang
Dizahilitas; dan

4] menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas
dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

. Alur Waktu Pengisian Format Pernyataan Anggaran Disabilitas
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas bukanlah
sebuah proses terpisah dari sistem Perencanaan dan penganggaran yang
sudah ada. Oleh karenanya, Perencanaan dan penganggaran yang
berpihak kepada Penyandang Disabilitas terintegrasi dengan sistem
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Perencanaan dan penganggaran yang telah ada diatur dalam Undang-
Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembanpgunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, yang dapat dilihat dalam bagan berikut:

Rendtra Rincian

PR

._PGLELGEE”__ » W regongrs

Janwar = April Mei - Desember

Gambar 1. Penyusunan  Rencana  Kerja dan  Anggaran
Kementerian /Lembaga {Daerah

Secara umum, Biro Perencanaan di masing-masing
Kementerian/Lembaga menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas yang
didalamnya juga berisikan Analisis Inklusif Disabilitas pada saat
penyusunan Renja-K/L ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional serta Kementerian Keuangan. Sementara di tingkat Daerah,
masing-masing Perangkat Daerah Provinsi menyusun Pernyataan
Anggaran Disabilitas yang berisikan Analisis Inklusif Disabilitas pada
saat penyusunan Renja-SKPD ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara
Umum Daerah.
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Pernyataan Anggaran Disabilitas harus telah disusun paling lambat
sebelum bulan April, sehingga dapat disertakan bersamaan dengan
pengajuan Renja-KfL ke Kementerian Keuangan dan Kementerian
FPN/Bappenas di tingkat Pusat dan pengajuan Renja-SKPFD ke
Bendahara Umum Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di tingkat Daerah.
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D. Format Pernyataan Anggaran Disabilitas
Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di Tingkat Pusat

FORM KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS

Sasaran Strategis
Kebijakan
Target Capaian
Identifikasi Amanat Kegiatam
Kementerian/Lembaga | Indikator Capaian
dalarm RAN-PD Program
Kegiatam
lenis
[dapat oiisl Aebih dor sodw Vehure
lm;ﬁmﬂanar Rincian Dupl.rt Satuan
Terkait Target Waktu Pelaksanaan
Indikator
Alokasi Anggaran
Perubahan Kolom
Kegiatan
Inisiatif Perubahan Per.uhah.-m Ml?m
Kaglatardan indilmtor | owator Capaien
Capaian Perubahan Program
lenis
Volume
Perubahan Rincian | Satuan
fapat diisi hebih darisotu | g0 Target Waktu Pelaksanaan
apabila terdopat beberapa
perubaban pang diajukan) Indikator
Alokasi Anggaran
Deskripsi Alasan
Perubahan

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA

Latar Belakang

Sumber Data

Analisis Kesenjangan

Bentuk Forum
Pelibatan Penyandang
Disabilivas

Keterwakilan Ragam
Disabilitas
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FORM DINAS/BADAN
PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS
Sasaran Strategis
Kehbijakan
Target Capaian
Identifikasi Amanat Kegiatan
SKPD dalam RAD PD | Indikator Capaian
Provinsi Program
Kegiatan
lenis
Valunme
felapat il febil dari satu g
sesual dengan amonod Rincian O satuan
dalom BAD PO Provins) Inclan Ouput
Terkait Target Waktu Pelaksanaan
Indikator
Alokasi Anggaran
Perubahan Kalom
Kegiatan
InisiatifPerubahan | Perubahan Kolom
: Indikator Capaian
Kegiatandan | ndikator
Capaian Perubahan Program
lenis
Violume
- Perubahan Rincian | Satuan
fdapat diisl febilr dari satw | gy gt Target Waktu Pelaksanaan
apabile ferdopat beberapa
perubafon pang digjukon) Indikator
Alokasi Anggaran

Deskripsi Alasan
Perubahan

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA

Latar Belakang

Sumber Data

Analisis Kesenjangan

Bentuk Forum
Pelibatan Pemyandang
Disabilitas

Keterwakilan Ragarm
Disabilitas
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E. Alur Penandaan Anggaran RAN PD

Pelaksanaan RAN PD diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan
pemerintah yang dibiayai oleh APBEN maupun melalui peran serta
masyarakat, termasuk dunia usaha. Bagi program-program Pemerintah
yang dibiayai oleh APBN, diperlukan suatu mekanisme yang dapat
menginventarisasi besaran anggaran dan realisazinya serta potensi
dampaknya terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas. Informasi tersebut berguna agar sumber daya
anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dapat dialokasikan secara efektif
dan efisien untuk menunjang tercapainya Target Capaian yang tercantum
dalam RAN PD.

Untuk itu, dilaksanakan Penandaan Anggaran RAN PD vyang
bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran pemerintah
dapat teralokasi secara efeltif dan efisien untuk menunjang tercapainya
target capaian dalam RAN PD. Penandaan anggaran terhadap RAN FD
dilakukan pada level rincian output agar dapat memberikan informasi
yang tepat terkait dengan indikator capaian dan besaran dana yang
dialokasikan. Selain itu, penentuan level rincian cutput memudahkan
untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan
cakupan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, sebagaimana menyesuaikan struktur data dalam
aplikasi KRISNA.

Penandaan Anggaran RAN PD dilaksanakan dengan prinsip untuk
mengefisiensi proses penandaan anggaran di beberapa topik tertentu,
serta mengurangi beban penandaan angparan yang dilakukan oleh
masing-masing kementerian/lembaga. Pelaksanaan penandaan anggaran
dilakukan dengan cara melakukan penandaan anggaran terhadap
beberapa daftar isu dalam RAN PD yang dilakukan oleh Direktorat sektor
di Kementerian PPN/Bappenas yang duduk sebagai salah satu Tim
Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Nantinya, Direktorat sektor yang
menjadi mitra kerja kementerian /lembaga akan melakukan controlling
terhadap daftar isu yang ditandai melalui metode ini.
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Mekanizsme spesifik terkait dengan penandaan anggaran akan
dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Penandaan Anggaran RAN PD,
yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi KRISNA.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA
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LAMPIRAN IV

FERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/

KEPALA BADAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN
FERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70
TAHUN 2019 TENTANG
PERENCANAAN,
PENYELENGGARAAN, DAN
EVALUASI TERHADAP
FPENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK
FENYANDANG DISABILITAS

TATA CARA EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL DAN
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Ewaluasi Terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
tercantum bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi adalah rangkaian
kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD
FD Provinsi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta
pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sama halnya dengan proses Perencanaan dan penganggaran terhadap
program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas yang tidak terpisah dari proses Perencanaan dan penganggaraan
nasional dan daerah, maka proses Evaluasi juga merupakan bagian yang
tidak terpizah dari sistem Evaluasi pembangunan nasional dan daerah.
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Secara khusus, Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Femenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan
antara Target Capaian yang tercantum dalam RIPD, RAN PD, dan RAD PD
Disabilitas dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran yang telah
disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah provinsi serta
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga/ perangkat daerah provinsi.

Dalam  Peraturan  Menteri ini diatur bahwa  Ewvaluasi
programfkegiatan yang disusun oleh kementerian/lembaga/perangkat
daerah provinsi/ perangkat daerah kabupaten dan kota wajib mengacu
pada RAN PD yang merupakan bagian dari Peraturan Menteri ini. Di tingkat
Nasional, koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi
kementerian/lembaga dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN
PD yang dibentuk melalui Keputusan Menteri, sementara di tingkat daerah,
koordinasi terkait penyusunan hasil Evaluasi Perangkat Daerah, dilakukan
oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

B. Alur Waktu Proses Evaluasi

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa kementerian/lembaga di
tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penyelenggaran RAD PD Provinsi/Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi (melalui Gubernur) wajib
menyampaikan laporan Ewvaluasi atas dokumen Perencanaan dan
penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatannya masing masing
kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD paling lambat pada akhir
bulan Maret tahun berikutnya.

Sedangkan perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh
pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Evaluasi
atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program
dan kegiatannya masing-masing kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan
RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi, paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Di
tingkat kabupaten /kota, perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan
laporan evaluasi kepada Bupati/Walikota untuk kemudian diserahkan
kepada Badan Perencanaan Pembanpunan Daerah tingkat Provinsi atau
Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.
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Di tingkat Provinsi, laporan Evaluasi yang telah diterima oleh Badan
Ferencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAD PD Provinsi, kemudian diolah kembali menjadi Hasil
Evaluasi yang wajib dilaporkan pada Gubermnur. Selanjutnya, Gubernur
wajib menyampaikan hasil Evaluasi yang telah diclah oleh Tim Koordinasi
Penyelenggaraan RAD FPD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD. Setelah
dilakukan pengolahan dan kompilasi, laporan tersebut disampaikan kepada
Menteri PPN /Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat akhir
Juni pada tahun berikutnya.

Hasil Evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden oleh
Menteri PPN/Kepala Bappenas setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
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C. Format Evaluasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Format Evaluasi Kementerian/Lembaga

FORM EVALUASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sasaran Strategis

Kebijakan

Target Capaian

Kegiatan

Indikator Capaian

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

I =1 inggoranOssbiees

Ren nuna_lter]a K/L

RKA K/L

Total Anggaran
Rincian Qutput

Persentase (M)
Anggaran Rincian
Qutput

Total Anggaran
Rincian Qutput 2

Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output 2

Evaluasi Capaian

Baseline

Tahun EvaluasiT-1

Tahun Evaluasi

Capaian Rincian
Output Umum 1

Capaian Spesifik
Qutput 1

Capaian Rincian
Output Umum 2

Capaian Spesifik
Output 2

[alignjutkansesua dengonamanat Kementerion/lembage dalam RAN PD)
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Format Evaluasi Pemerintah Daerah

FORM DINAS/BADAN

Sasaranstrategis
Kehbijakan

Target Capaian
Kegiatan
Indikator Capaian

Evaluasi Perencanaan dan Parmaran

_ Pernyataan Anggaran Disabilitas Rencana Kerja SKPD RKA SKPD

TotalAnggaran
Rincian Out put

Persentase (%)
AnggaranRincian
Qutput

Total Anggaran
Rincian Output 2

Persentase (%)
Anggaran Rincian
Output 2

Evaluasi Capaian

_ Baseline Tahun EvaluasiT-1 Tahun Evaluasi

Capaian Rincian
Qutput Umum 1

Capaian Spesifik
Output 1

Capaian Rincian
Output Umum 2

Capaian Spesifik
Output 2

(difanjutkon sesual denganamanat SKPD dalam RADPD Prowins)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALf
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA
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